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ABSTRAK 
 
Ariyani Setyo Utami. E. 1105042. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA 
PELANGGARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM KOTA DI 
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 
SURAKARTA No.361/Pid.B/2007/PN.SKA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2009 
 
Penelitian hukum ini mengkaji dan menjawab permasalahan kompetensi 
Pengadilan Negeri Surakarta dalam hal megadili perkara pelanggaran ketentuan upah 
minimum kota dan untuk mengetahui apakah putusan hakim Pengadilan Negeri 
Surakarta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan, 
yaitu melalui studi kepustakaan antara lain meliputi : buku-buku, literatur, peraturan 
perundang-undangan, putusan pengadilan, data melalui media internet dan sumber 
lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh jawaban terhadap 
permasalahan penelitian hukum ini digunakan silogisme deduksi dengan interpretasi 
sistematis. Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis 
mayor yang kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis tersebut 
kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Premis mayor dalam dalam 
penelitian hukum ini antara lain; Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 dan Surat Keputusan Gubernur 
Jawa Tengah No.561/64/2005, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum yang 
menggambarkan adanya pelanggaran ketentuan upah minimum. Melalui proses 
silogisme ini akan diperoleh suatu simpulan (premis konklusi).  
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kasus pembayaran upah 
minimum dibawah upah minimum kota dikategorikan sebagai tindak pidana dan 
bukan merupakan perselisihan hak yang mana tindak pidana tersebut merupakan 
delik yang bersifat kwalitatif. Disebut sebagai suatu  pelanggaran, sebab ada 
peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut dalam hal ini Pasal 
185 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2003. Pelanggaran akan pembayaran 
upah minimum kota merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan merupakan 
kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh sebab itu, berkaitan dengan 
kompetensi absolut atau kewenangan mutlak, maka pelanggaran ketentuan 
pembayaran upah dibawah upah minimum kota merupakan kewenangan Pengadilan 
Negeri dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tersebut. Dalam perkara 
pelanggaran ketentuan upah minimum, pengusaha melanggar ketentuan yang ada 
dalam Pasal 90 Jo Pasal 185 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa 
Tengah No.561/64/2005. Pemberian upah minimum dibawah upah minimum kota 
dikategorikan sebagai pelanggaran dari hukum ketenagakerjaan yang mana 
pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang 
ada dalam Pasal 90 jo Pasal 185 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003. Dengan melihat 
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pertimbangan hukum yang ada, maka putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta 
tersebut bertentangan dengan nilai keadilan walaupun dalam penjatuhan putusan 
merupakan kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana dan/atau sanksi 
denda kepada terdakwa. Putusan hakim yang memerintahkan terdakwa tidak usah 
menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan tidak dijatuhkannya denda sesuai yang 
telah diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tidak 
memberi keadilan bagi pekerja yang telah dirugikan akan hak-hak dari pekerja, tetapi 
mengandung nilai bahwa keadilan tersebut berpihak kepada pengusaha. Walaupun 
hakim memerintahkan pidana penjara tidak usah dijalani, tetapi harus tetap ada 
pengawasan oleh dinas ketenagakerjaan akan pembayaran upah yang dilakukan oleh 
terdakwa kepada pekerjanya agar apabila dalam masa percobaan tersebut terdakwa 
mengulangi kesalahannya, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat 
dari sanksi sebelumnya demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua 
pihak. Untuk menjamin rasa keadilan baik bagi pekerja ataupun terdakwa,  Hakim 
seharusnya tetap menjatuhkan denda walaupun nilainya tidak sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang ada. Hakim dalam menjatuhkan putusan 
menggunakan interpretasi  sistematis atau logis  yaitu melakukan penafsiran undang-
undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan 
menghubungkan dengan undang-undang lain, yang mana Hakim dalam menjatuhkan 
putusan tidak hanya mengacu pada satu undang-undang saja tetapi juga mengacu 
pada peraturan undang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut. 
Dalam hal penjatuhan  putusan hakim berlaku asas lex specialist  derogat  legi   
generali  ( undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum).  
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ABSTRACT 
Ariyani Aetyo Utami. E. 1105042. The Jurdicial verdict analysis of district 
minimum wage in the court surakarta (Court of decision Surakarta 
No.361/Pid.B/2007PN.SKA) 
 
The research of law inspect and answers problems of court competence in the 
case try of district minimum wage and know is judge of district court decision 
Surakarta not unconstitutional Ketenagakerjaan. 
This research is including normative juridical research. Data type applied in 
this research is secondary data. Data source in this research is apply secondary data 
source. The data for this study were obtained through collecting primary legal 
materials such as legal regulations found in several legal system or regulation of 
legislation and the decision made by the judges; secondary legal materials such as 
text books, research finding, magazines, scientific journals and scholars’ opinions; 
and tertiary legal materials such as legal materials that give a lead of significant 
explanation to the primary and secondary legal materials.  To obtain answer the 
research problems of this law applied syllogism of deduction with systematic 
interpretation. Deduction method is method having basal from proffering of major 
premise which then the submitted minor premise and from both the premises then 
pulled a conclusion or conclusion. Major premise in the research of this law such as; 
Law No13 Tahun 2003, Regulation of Number The Minister of Manpower : PER-
01/MEN/1999 and Central Java Governor Decree No561/64/2005, while it is minor 
premise is law fact depicting existence of rule collision of minimum wage. Through 
this syllogism process will be obtained a node ( premise konklusi). 
Based on this research obtained result that payment case of district minimum 
wage categorized as crime and is not dispute of rights which the crime is glaring at 
having the character of qualitative. Conceived of a collision, because there are law 
and regulation arranging the deed in this case Section 185 sentences ( 1) Law No23 
Tahun 2003. Payment violation would district minimum wage is authority of District 
court is not authority Pengadilan Hubungan Industrial. On that account, relates to 
absolute interest or absolute authority,so the violation of payment district minimum 
wage is authority of District court in investigating, breaks, and judges the case. In the 
violation case of district minimum wage, entrepreneur impinges the rule in Section 
90 Jo Pasal 185 Law No13 Tahun 2003, Regulation of Number The Minister of 
Manpower : PER-01/MEN/1999 and Central Java Governor Decree No561/64/2005. 
Giving of minimum wage under district minimum wage categorized as violation 
from law ketenagakerjaan of which the violation is criminal and has fulfilled the 
elements in Section 90 jo Section 185 sentences ( 1) Law No13 Tahun 2003.By 
seeing consideration of the law, so Surakarta judge of district court decision is 
against justice value although in decision fallout is authority of judge to drop 
criminal sanction and/or sanction of penalty fine to defendant. Judge decision 
commanding defendant is not to experience imprisonment during 1 year and doesn't 
drop of penalty fine as has been arranged in rule of Section 185 sentences ( 1) Law 
No13 Tahun 2003 doesn't give justice for worker which has been harmed rights to 
from worker, but containing value that the justice stands up for entrepreneur. 
Although judge commands imprisonment is not to be experienced, but having to 
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immanent of observation from department of ketenagakerjaan payment would of fee 
done by defendant to the worker that if in a period of the attempt is defendant repeats 
the mistake, so he is liable is sanction of crime which heavier than sanction before all 
for the shake of guarantying rule of law and justice for all party. To guarantee sense 
of justice good for worker and or defendant, Judge ought to remain to drops it’s 
although value unmatched to the legislation rule.Judge in dropping decision to apply 
logical or systematic interpretation that is doing interpretation of the law as part of 
overall of legislation system by way of attributing to other [code/law], which Hakim 
in dropping decision is not only refers by one just but also refers to regulation of 
other related to the case. In the case of judge decision fallout applies ground lex 
specialist derogat legi generali ( special law gives in common law). 
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MOTTO  
 
Ku tak akan menyerah pada apapun jua.... 
Sebelum ku coba semua yang ku bisa.... 
Tetapi ku berserah kepada kehendakMu.... 
Hatiku percaya Tuhan punya rencana..... 
(Sidney Mohede) 
”Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang”. 
(Amsal 23:18) 
 
”Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada 
Tuhan”. 
( Yeremia  23 : 18 )  
”Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaKu mengenai 
kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan 
rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh 
harapan’’. 
(Yeremia 29:11) 
 
GOOD-GOD = 0 
Sesuatu yang baik tapi jika tidak melibatkan Tuhan 
Maka hasilnya adalah 0 
Libatkanlah Tuhan dalam setiap rencana dan hidup kita 
 
Karya sederhana ini Penulis persembahkan kepada : 
· Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Sahabatku 
· Bapak dan ibu tercinta 
· Eyang kakung dan eyang putri tersayang 
· Kakak dan adikku, Mas Agus dan dik Anto 
· Teman-temanku angkatan 2005 
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KATA PENGANTAR 
 
 Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang 
Maha Esa karena kasih dan anugrahNya penulis dapat menyelesaikan penulisan 
hukum ini yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA 
PELANGGARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM KOTA DI 
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 
SURAKARTA No.361/Pid.B/2007/PN.SKA)”. 
Penulisan hukum ini membahas mengenai kompetensi Pengadilan negeri 
surakarta dalam memutus perkara pelanggaran ketentuan upah minimum kota dan 
untuk mengetahui apakah putusan hakim pengadilan negeri surakarta tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan.  
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa 
adanya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis 
ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  
1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
2. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan nasihat, bimbingan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Ibu Gayatri Dyah Suprobowati, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademis yang 
selalu membimbing dan membantu selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Bapak dan ibu dosen beserta segenap karyawan Fakultas Hukum Univesitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
5. Bapak dan ibuku tercinta yang senantiasa membimbing, mendukung, 
mendoakan dan memberi semangat. 
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6. Eyang kakung dan eyang putri tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi 
semangat. 
7. Kakak dan adikku tersayang, mas Agus dan dik Anto yang memberi semangat, 
mendukung, menemani dan mendoakan. 
8. Teman-teman Kompa dan Korem 0810 yang selalu mendukung dalam doa.  
9. Sahabat-sahabatku di kampus. 
10. Semua pihak yang telah membantu dalam bentuk apapun demi kelancaran 
penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih. 
 
Surakarta, Juni 2009 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tertuang didalam batang 
tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “ Negara 
Indonesia adalah negara hukum “. Negara Indonesia ialah Negara hukum yang 
demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ini berarti dalam UUD 1945 
menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas 
hukum (rechstaat) bukan pada kekuasaan. Semua warga negara indonesia secara 
mutlak mendapat jaminan kepastian hukum serta wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Disamping menjadi jaminan hidup 
manusia, hukum juga mempunyai sifat mengatur dan memaksa, dimana hukum 
merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa 
orang supaya mentaati peraturan yang berlaku dalam masyarakat serta 
memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak mau patuh dan 
mentaatinya. Tujuannya adalah agar tercipta keadilan dan ketentraman dalam 
masyarakat, dan mengurangi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. 
Penegakan hukum (law enforcement) sangat penting dalam rangka menjamin 
tercapainya kemanfaatan (doelmatigheid) dari aturan yang berlaku. Tanpa 
penegakan hukum yang tegas maka aturan normatif yang telah dibuat tidaklah 
berarti dan berguna. Aturan yang telah dibuat seakan-akan menjadi sia-sia. 
Perlindungan yang diberikan negara terhadap bangsa indonesia dapat dilihat pada 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :”.....melindungi segenap 
bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial”. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan produk hukum yang 
memberikan perlindungan kepada warga negaranya.  
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Pada zaman penjajahan, bangsa indonesia belum secara penuh merasakan 
adanya perlindungan terhadap warga negaranya. Zaman penjajahan merupakan 
awal sejarah perburuhan di Indonesia dimana terjadi perbudakan dari para raja 
dengan mengadakan pengerahan tenaga kerja, dimana tenaga kerja tersebut 
mendapat  perlakuan tidak manusiawi dan sewenang-wenang dari raja-raja. Raja 
yang mempunyai ekonomi kuat membutuhkan orang yang dapat mengabdi 
kepadanya, sementara penduduk miskin yang tidak berkemampuan secara 
ekonomi saat itu cukup banyak. Selain perbudakan juga dikenal adanya 
perhambaan dan peruluran. Perhambaan terjadi apabila seorang penerima gadai 
menyerahkan dirinya sendiri atau orang lain yang ia kuasai, atas pemberian 
pinjaman sejumlah uang kepada seseorang pemberi gadai. Pemberi gadai 
mendapatkan hak untuk meminta dari orang yang digadaikan itu agar melakukan 
pekerjaan untuk dirinya sampai uang pinjamannya lunas. Pekerjaan yang 
dilakukan tidak untuk mencicil utang pokok akan tetapi untuk kepentingan 
pembayaran bunga. Peruluran pada saat itu juga terjadi. Peruluran adalah 
keterikatan seseorang untuk menanam tanaman tertentu pada kebun atau ladang 
dan harus dijual hasilnya kepada kompeni (Lalu Husni, 2003:2). 
Kerja rodi merupakan bentuk pengerahan tenaga kerja rakyat secara cuma-
cuma yang dilakukan oleh penguasa tanpa pemberian upah kepada rakyat yang 
sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan  dan biasanya pekerjaan tersebut 
dilakukan diluar batas kemanusiaan. Rakyat dituntut untuk bekerja kepada 
penguasa selama yang penguasa inginkan. Bukan hanya tenaga saja yang 
dikorbankan tetapi dalam melakukan pekerjaan tersebut rakyat juga merasakan 
penyiksaan-penyiksaan dari para penguasa. Ponale sanksi juga terjadi karena 
adanya kebijakan Agrarische Wet tahun 1870 yang berimplikasi pada 
ketersediaan lahan perkebunan swasta yang sangat besar. Ponale sanksi terjadi 
apabila buruh meninggalkan atau menolak melakukan pekerjaan yang ia terima 
disamping itu buruh juga dikenakan pidana denda antara Rp 16 sampai Rp 25 
atau dengan kerja paksa selama 7 sampai 12 hari (Lalu Husni, 2003:3). 
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Setelah kemerdekaan bangsa indonesia, perlindungan akan kehidupan rakyat 
dapat dirasakan. Adanya perundang-undangan yang mengatur mengenai 
ketenagakerjaan telah membawa perubahan yang mendasar yakni menjadikan 
sifat dari hukum ketenagakerjaan menjadi ganda yaitu bersifat publik dan privat. 
Sifat privat ditandai dengan adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan 
pengusaha sebelum melakukan suatu pekerjaan, sedangkan sifat publiknya dapat 
dilihat dari : 
1. adanya sanksi pidana, sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan 
ketenagakerjaan 
2. ikut campur tangan pemerintah dalam menetapkan standar upah (Upah 
Minimum) (Lalu Husni, 2003:12). 
Dalam Pasal 27 ayat (2)  UUD 1945 dinyatakan bahwa ”tiap-tiap warga 
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 
Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah turut serta dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan rakyat dan usaha untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi 
di indonesia. Peran serta pemerintah diwujudkan dalam penyediaan lapangan 
pekerjaan bagi warga negaranya. 
Di era globalisasi yang makin maju, perkembangan di bidang industri dan 
perdagangan semakin meningkat di masyarakat. Para pekerja yang semula 
bekerja di sektor pertanian kemudian mulai bergeser ke sektor industri dan 
perdagangan yang tumbuh secara pesat dengan adanya perusahaan yang 
membutuhkan tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang ingin mendapat 
pekerjaan, semakin banyak pula lapangan kerja yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. 
 Proses produksi yang maju dan berkembang membutuhkan tenaga kerja yang 
terampil, kurang terampil bahkan tidak memiliki suatu keterampilan yang 
dibutuhkan dalam perusahaan. Disini dapat dilihat bahwa ada ketergantungan 
antara pengusaha dengan pekerja yang mana pengusaha memerlukan pekerja 
yang dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dan pekerja 
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menginginkan upah yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Semakin 
banyak perusahaan swasta yang membuka lapangan pekerjaan berarti juga turut 
ambil bagian dalam rangka pengurangan angka kemiskinan. Dalam 
perkembangan industri dan perdagangan tersebut, pemerintah ikut campur tangan 
dalam hal memberikan kebijakan-kebujakan dalam rangka melindungi dan 
meningkatkan kesejahteraan pekerja. Perlindungan akan kesejahteraan pekerja 
adalah hal yang paling utama dalam menjamin kehidupan yang layak bagi 
pekerja. 
Dalam hal pengupahan  pengusaha sering kali diperhadapkan dengan 2 
permasalahan yang saling bertentangan yaitu pengusaha yang meninginkan 
produktivitas dari pekerja yang tinggi dan pemberian upah yang tinggi yang 
dapat mencukupi kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja. Pemberian upah 
yang dilakukan oleh pengusaha juga disesuaikan dengan tingkat pekerjaan yang 
dilakukan oleh pekerja itu sendiri. Pengusaha dapat memberikan penilaian pada 
pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Struktur dan skala upah merupakan alat 
bantu administrasi dan alat kebijakan yang dapat memetakan bobot jabatan 
dengan imbalan upah pokok yang diterima. Tujuan kebijakan penyusunan 
struktur dan skala upah adalah demi pemerataan agar tidak terjadi kesenjangan 
pekerja level maupun dengan pekerja level bawah. Dalam struktur upah 
dikelompokkan bebarapa jabatan (Grade atau level). Sedangkan skala 
menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari golongan jabatan 
didasarkan pada pasar pengupahan. Dalam membuat struktur dan skala upah 
tersebut harus mempertimbangkan kesiapan teknis dan kemampuan pembiayaan 
masing-masing perusahaan sehingga nantinya upah terendah dalam struktur 
tersebut lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku (Edytus Adisu, 2008:29).  
Kedudukan upah minimum sangatlah dominan dan strategis keberadaannya 
karena apabila dilihat dari sebagian keseluruhan sistem pengupahan salah 
satunya merupakan jaringan pengaman (safety net) dari kebutuhan hidup lainnya 
dari seorang pekerja terhadap pendidikan, kesehatan transportasi dan hiburan. 
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Bahkan bila mungkin dapat disishkan untuk menabung sebagai kebutuhan hidup 
yang layak.  
Dengan diberlakukannya otonomi daerah mulai tahun 2000 tanggung jawab 
penetapan upah minimum terletak dipundak pemerintah provinsi dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota. Instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan sangat peduli dalam proses terwujudnya upah minimum. Dalam 
pelaksanaannya pemerintah daerah dapat membentuk Dewan Pengupahan 
Daerah yang beranggotakan dari wakil pemerintah setempat, kantor atau dinas, 
unit terkait, organisasi serikat pekerja atau buruh, organisasi pengusaha dan 
akademisi. Dewan Pengupahan berfungsi melakukan survey dan pendataan 
tentang harga-harga bahan pokok di daerah sekitarnya, dalam komponen 
kelompok-kelompok kebutuhan hidup minimum yang antara lain meliputi 
kelompok makanan,  sandang, perumahan,  kesehatan, transportasi, rekreasi dan 
tabungan. Meskipun ada perbedaan dari masing-masing pihak dapat 
dimusyawarahkan atau mungkin tidak, maka jumlah nominal tetap diusulkan 
kepada gubernur setelah direkomendasi dari bupati atau walikota di wilayah 
setempat. (Soerdarjadi, 2008:76-77). 
Upah merupakan komponen utama yang langsung berkaitan dengan 
kesejahteraan pekerja. Upah tersebut merupakan hak pekerja yang dilindungi 
oleh Undang-Undang. Apabila pekerja tidak melakukan tugasnya maka ia tidak 
memperoleh upah. Pekerja akan sejahtera apabila upah yang diberikan oleh 
pengusaha sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak. Seorang pengusaha 
dituntut harus mengerti dan paham akan upah minimum berdasarkan tempat 
usahanya sebab hal tersebut mempengaruhi dalam pemberian upah kepada 
pekerja. Dalam hal penetapan upah bagi pekerja tidak adil dan tidak wajar, maka 
dapat menimbulkan konflik hubungan industrial yang terjadi antara pengusaha 
dengan pekerja. Konflik hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha 
maka dapat diselesaikan melalui perundingan bipatrit ataupun melalui mediasi. 
Tetapi apabila baik dalam jalur perundingan dan mediasi gagal maka peselisihan 
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tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh. 
Berdasarkan uraian di atas, menarik penulis untuk meneliti tentang 
kompetensi Pengadilan Negeri Surakarta dalam menangani perkara pelanggaran 
ketentuan upah minimum kota dan apakah putusan hakim Pengadilan Negeri 
Surakarta tidak bertentangan dengan undang-undang didalam sebuah penulisan 
hukum dengan judul ” ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA 
PELANGGARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM KOTA DI 
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (PUTUSAN PENGADILAN 
NEGERI SURAKARTA No.361/Pid.B/2007/PN.SKA)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 
mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga 
tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah, dan mendapatkan 
hasil yang diharapkan. 
Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat 
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Apakah Pengadilan Negeri Surakarta mempunyai kompetensi untuk 
mengadili perkara pelanggaran ketentuan upah minimum kota? 
2. Apakah dalam memutus perkara tersebut hakim tidak bertentangan dengan 
Undang-Undang Ketenagakerjaan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak di capai 
secara jelas. Tujuan penelitian dapat bersifat untuk pengembangan ilmu dalam 
arti explanation, developmental, atau verifikasi ilmu, atau untuk membantu 
memecahkan masalah tertentu. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan 
arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian.  
 xix 
Dalam melakukan suatu penelitian diharapkan adanya suatu tujuan yang 
hendak dicapai oleh penulis untuk memecahkan suatu masalah. Berdasarkan 
uraian dari latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai 
berikut : 
a. Untuk mengetahui kompetensi Pengadilan Negeri Surakarta dalam hal 
megadili perkara pelanggaran ketentuan upah minimum kota. 
b. Untuk mengetahui apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam melakukan suatu penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil oleh penulis. Adapun manfaat yang didapat dari 
suatu penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui kompetensi Pengadilan Negeri Surakarta dalam hal 
mengadili perkara pelanggaran ketentuan upah minimum kota 
b. Untuk mengetahui apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
E. Metode Penelitian 
“Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud 
adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil 
penelitian akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu’’(Amiruddin dan 
Zainal Asikin, 2006:19). “Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk 
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 
hukum guna menjawab isu yang dihadapi “(Peter Mahmud, 2006:35). Penelitian 
hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 
metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 
satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, kecuali 
itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum 
tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-
permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan (Bambang Sunggono, 
1996:38). 
 xx 
Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan penulisan judul dan rumusan masalah, penelitian ini 
termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 
normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 
2006:52). Bahan-bahan yang telah diperoleh tersebut disusun secara 
sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya 
dengan masalah yang diteliti. 
2. Sifat Penelitian 
”Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif. 
Sebagai penelitian yang bersifat  preskriptif, maka penelitian ini mempelajari 
tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep 
hukum dan norma-norma hukum” (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22). Dalam 
penelitian ini lebih mengacu pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusannya.  
3. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 
data dari bahan pustaka yang antara lain meliputi : buku-buku, literatur, 
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber lainnya yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Karena penelitian ini bersifat penelitian 
hukum normatif, maka lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder 
sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang. 
4. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber 
data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa 
dokumen, buku-buku laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. 
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 
 xxi 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.   
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial. 
3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 Tentang 
Upah Minimum 
5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia 
NOMOR:KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan 
Pelaksanaan Upah Minimum 
6) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/64/2005 Tentang 
Upah Minimum pada 5 kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. 
7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan 
Upah 
8) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.361/Pid.B/2007/PN.SKA 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku, karya 
ilmiah dan internet. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu 
kamus. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen yaitu 
pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dari 
peraturan perundang-undang, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi 
serta pengumpulan data melalui media internet. 
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6. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis deduksi. 
Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis 
mayor yang kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis 
tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion ( Peter Mahmud 
Marzuki,2005:47).  
 Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan 
menggunakan interpretasi gramatikal. Interpretasi  gramatikal merupakan 
cara penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui makna ketentuan undang-
undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya. 
Makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari 
yang umum. Hakim tidaklah terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-
undang (Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 19993:14). 
F. Sistematika Skripsi 
Sistematika dalam penulisan hukum ini merupakan suatau uraian mengenai 
susunan dari penulisan itu sendiri yang secara teratur dan terperinci disusun 
dalam pembabagan, sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas 
tentang apa yang ditulis. Tiap-tiap bab mempunyai hubungan satu sama lain yang 
tidak dapat terpisahkan. 
Dalam kerangka ini, penulis akan memberikan uraian tentang hal-hal pokok 
yang ada dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini 
terdiri dari empat bab, yaitu : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah 
yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk mengadakan 
penelitian, perumusan masalah merupakan inti permasalahan yang akan 
diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan dari penulis dalam mengadakan 
penelitian, manfaat penelitian merupakan hal-hal yang diambil dari 
hasil penelitian, metode penelitian berupa jenis penelitian, sifat 
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penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik 
analisis data selanjutnya adalah sistematika penulisan hukum yang 
merupakan kerangka atau susunan isi penelitian. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang teori-teori kepustakaan yang melandasi penelitian 
serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam 
penulisan hukum ini yaitu : tinajuan tentang kompetensi, tinjauan 
tentang hukum, tinjauan tentang penemuan hukum, tinjauan tentang 
upah minimum, dan tinjauan tentang Hubungan Industrial. 
BAB III:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan mengenai kompetensi Pengadilan Negeri 
Surakarta dalam memutus perkara pelanggaran ketentuan upah 
minimum kota dan apakah putusan hakim Pengadilan Negeri tidak 
bertentangan dengan undang-undang. 
BAB IV:PENUTUP 
Bab ini dikemukakan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga 
saran yang relevan dari peneliti. 
DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan  Umum tentang Hukum 
a. Pengertian Hukum 
  Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, oleh sebab itu 
hukum tetap harus ditegakkan dalam kehidupan nyata. Setiap pelanggaran-
pelanggaran terhadap hukum harus ditindak dengan memperhatikan 3 unsur 
yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Merupakan hal yang sulit 
untuk memberikan definisi tentang hukum, sebab seperti yang dijelaskan oleh 
para sarjana-sarjana hukum sendiri yang belum dapat memberikan definisi 
hukum yang memuaskan semua pihak. 
Secara umum hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa 
norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan 
menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap 
anggota masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan itu. Beberapa 
definisi hukum menurut para ahli : 
1) Menurut E.Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah 
atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang 
seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat 
menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dan masyarakat. 
2) Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-
norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan 
pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya 
masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-
tama, hukum mengandung rekaman ide-ide yang dipilih oleh masyarakat 
tempat hukum diciptakan.mengenai keadilan. 
3) Menurut J.C.T.Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah 
peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan 
resmi berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam 
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lingkungan msyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi 
berakibat diambilnya tindakan hukum. 
4) Menurut Sudikno Mertokusumo, kaidah hukum merupakan ketentuan 
atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. 
Pada hakekatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau 
pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang 
bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan 
pasif. 
Dari definisi tersebut, maka hukum terdiri atas beberapa unsur, yaitu : 
1) Peraturan atau kaidah-kaidah tingkah laku manusia dalam pergaulan antar 
manusia (masyarakat) 
2) Peraturan yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib 
3) Peraturan merupakan jalinan-jalinan nilai, merupakan konsepsi abstrak 
tentang adil dan tidak adil serta apa yang dianggap baik dan buruk 
4) Peraturan bersifat memaksa 
5) Peraturan mempunyai sanksi yang tegas dan nyata (Chainur Arrasjid, 
2000: 22-23). 
b. Fungsi Hukum 
Dalam melaksanakan peranannya dalam masyarakat, hukum mempunyai 
fungsi yang sangat penting terhadap perlindungan masyarakat. Secara garis 
besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap antara lain : 
1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Sifat 
dan watak hukum memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana 
berperilaku di dalam mayarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana 
yang tercela melalui norma-normanya yang mengatur perintah-perintah 
ataupun larangan-larangan sehingga masyarakat mengerti apa yang harus 
diperbuat atau tidak diperbuat sehingga dapat tertib dan teratur.   
2) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir 
batin. Hukum dengan sifat dan wataknya memiliki daya mengikat baik 
fisik maupun psikologis. Daya mengikat dan memaksa adalah watak 
hukum yang bisa menangani kasus-kasus nyata dan memberi keadilan 
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serta menghukum yang bersalah. Penjatuhan hukuman nyata dan takut 
berbuat dapat merupakan kekangan kepada masyarakat agar masyarakat 
tidak melanggar hukum yang telah ada. 
3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Hukum juga 
dapat digerakkan atau didaya gunakan untuk menggerakkan 
pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi 
otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal 
ini sering ada kritik  atas fungsi hukum sebagai alat penggerak 
pembangunan, yang dianggapnya melaksanakan pengawasan perilaku dan 
mendesaknya, semata-mata hanya kepada maysarakat belaka sedangkan 
aparatur otoritas dengan dalih menggerakkan pembangunan, lepas dari 
kontrol hukum.  
4) Fungsi kritis dari hukuman. Hukum mempunyai fungsi kritis yaitui daya 
kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur 
pengawasan, aparatur pemerintah (petugas) dan aparatur penegak hukum 
(Soedjono Dirdjosisworo, 2000:154-156). 
c. Tujuan Hukum 
Merumuskan tujuan hukum sama halnya dengan merumuskan definisi 
hukum. Setiap sarjana hukum memiliki pandangan yang berbeda akan tujuan 
hukum itu sendiri. Tujuan Hukum menurut para ahli antara lain : 
1) Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum ialah mengatur tata tertib 
masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia 
dipertahankan oleh hukum dengan melindungi keentingan-kepentingan 
baik kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan manusia 
yang saling bertentangan satu sama lain. Hukum mempertahankan 
perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara 
teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya 
dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia 
menuju peraturan yang adil. Artinya peraturan yang mengandung 
keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga 
setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. 
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2) Aristoteles mengatakan hukum mempunyai tugas yang suci yaitu 
memberi kepada setiap orang apa yang berhak diterima. Hukum bertugas 
hanya membuat keadilan (ethische theorie). 
3) Menurut bellefroid tujuan hukum adalah menambah kesejahteraan atau 
kepentingan semua anggota masyarakat. 
4) Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjaga 
kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat 
diganggu. 
Menjamin kepastian adalah menjadi tugas hukum. Hukum yang berhasil 
menjamin sebanyak-banyaknya kepastian hukum dalam hubungan-hubungan 
kemasyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum akan tercapai 
apabila hukum itu sebanyak-banyaknya merupakan undang-undang yang 
dibuat berdasarkan rechtswerkelijkheid (kenyataan hukum) dan dalam 
undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan 
secara berlainan. 
Apabila tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan keadilan 
saja maka tidak seimbang hingga akan bertentangan dengan kenyataan. 
Sebaiknya akan mewujudkan hal-hal yang berfaedah  jika tujuan hukum 
semata-mata hanya untuk mewujudkan hal-hal yang berfaedah atau sesuai 
dengan kenyataan karena ia bertentangan dengan nilai keadilan. Apabila 
tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan adanya kepastian 
hukum saja, maka ia akan menggeser nilai keadilan maupun nilai kegunaan 
dalam masyarakat. Hal yang paling penting dari  penerapan tujuan hukum 
adalah adanya keadilan, kegunaan dan kepastian hukum (Chainur Arrasjid, 
2000:39-47). 
d. Sumber-sumber Hukum 
Hukum merupakan kaidah atau peraturan (deregel, de norm) yang 
mengatur berbagai kaidah hukuman sosial. Sumber hukum dapat dibagi 
menjadi : 
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1) Hukum undang-undang (wettenrecht), yaitu hukum yang tercantum dalam 
peraturan perundang-undangan. Hukum undang-undang merupakan 
hukum yang tertulis, baik hukum nasional maupun internasional. 
2) Hukum kebiasaan dan hukum adat (gewoonte-en adatrecht), yaitu 
kebiasaan yang dijumpai dalam suatu ketentuan-ketentuan kebiasaan atau 
ketentuan adat istiadat yang diyakini atau ditaati oleh anggota dan  para 
penguasa masyarakat. Hukum kebiasaan dan hukum adat merupakan 
hukum tidak tertulis, tetapi sebagian hukum adat dapat menjadi hukum 
tertulis setelah adanya keputusan dari fungsionaris hukum yang 
berwenang yaitu hakim, pengetua-pengetua adat, kepala desa dan lain-
lain yang diturunkan baik dalam sengketa maupun di luar sengketa. 
3) Hukum traktat (tractaten-recht) yaitu hukum yang diadakan oleh negara-
negara berdasarkan suatu perjanjian. 
4) Hukum yurisprudensi (yurisprudentie-recht), yaitu hukum yang terbentuk 
karena keputusan hakim. 
5) Hukum ilmu (wetwnschap-recht), yaitu hukum yang pada dasarnya 
berupa ilmu yang terdapat dalam pandangan-pandangan para ahli hukum 
yang terkenal dan sangat berpengaruh (Chainur Arrasjid, 2000:96). 
 
 
2. Tinjauan Umum tentang Penemuan Hukum 
a. Pengertian Penemuan Hukum 
”Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh 
hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan 
hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan 
proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum 
dengan mengingat peristiwa konkrit” (Sudikno Mertokusomo, 2003:162). 
Penemuan hukum dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus 
suatu perkara. Apabila di dalam undang-undang tidak diatur dengan lengkap 
atau jelas, maka hakim harus mencari dan menemukan sendiri hukumnya. 
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Dalam penemuan hukum hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-
undang. Penemuan ini terjadi berdasarkan peraturan-peraturan di luar diri 
hakim. Pembentuk undang-undang membuat peraturan umumnya, sedangkan 
hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada 
peristiwanya, kemudian hakim menerapkan bunyi undang-undang. Dengan 
demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-
undang yang terjadi secara logis-terpaksa sebagai silogisme (Sudikno 
Mertokusomo, 2003:163-164) . 
 
b. Tinjauan Tentang Metode Penemuan Hukum 
Penemuan hukum merupakan kegiatan utama bagi hakim dalam 
melaksanakan undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit. Undang-
undang pada hakekatnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia 
oleh sebab itu harus ditegakkan atau dilaksanakan.Undang-undang tidaklah 
mengatur secara jelas dan lengkap akan setiap peristiwa hukum yang terjadi 
sebab undang-undang tidak mengatur segala kegiatan kehidupan manusia 
secara lengkap. Undang-Undang merupakan produk hukum yang dibuat oleh 
manusia yang mana manusia memiliki kemampuan yang sangat terbatas. 
Ketentuan undang-undang juga tidak dapat diterapkan secara langsung dalam 
suatu peristiwa hukum. Setiap peraturan hukum bersifat abstrak dan pasif. 
Abstrak karena umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan 
akibat hukum jika tidak terjadi peristiwa konkrit. 
Apabila dalam kehidupan nyata terjadi suatu peristiwa yang mana dalam 
undang-undang tidak diatur secara lengkap dan jelas, maka di dalam 
menemukan atau mencari hukumnya hakim dapat menggunakan metode 
penafsiran atau interpretasi untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. 
Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara sebab ia 
dianggap mengetahui hukumnya (ius curia novit). Masyarakat menilai bahwa 
hukum adalah urusan hakim.Interpretasi atau penafsiran merupakan salah 
satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang 
mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan 
sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi adalah sarana atau 
alat untuk mengetahui makna undang-undang. Metode interpretasi bukanlah 
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merupakan metode yang diperintahkan kepada hakim untuk digunakan dalam 
penemuan hukum, tetapi merupakan penjabaran-penjabaran putusan hakim. 
Pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam 
menemukan hukumnya dapat disimpulkan dengan adanya metode interpretasi 
antara lain : 
1) Interpretasi menurut bahasa (gramatikal) 
Interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan 
untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan 
menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya. Makna 
ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang 
umum. Ini berarti hakim tidak terikat erat pada bunyi kata-kata dari 
undang-undang (Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993:14). 
2) Interpretasi teleologis atau sosiologis 
Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-
undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan 
interpretasi teleologis ini undang-undang masih berlaku tetapi sudah 
usang atau sudah tidak berlaku lagi, diterapkan terhadap peristiwa, 
hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal 
ini semuanya pada waktu diundang-undangkan tersebut dikenal atau 
tidak. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan 
situasi sosial yang baru. Undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi 
dilihat sebagai alat untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa 
dalam kehidupan bersama waktu sekarang.  
Peraturan hukum lama disesuaikan dengan keadaan yang baru dimana 
peraturan yang lama dibuat aktual yang disebut juga interpretasi 
sosiologis. Interpretasi ini digunakan apabila kata-kata dalam undang-
undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.  
3) Interpretasi sistematis 
Interpretasi sistematis adalah menafsirkan sebagian undang-undang 
sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan 
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menghubungkan dengan undang-undang lainnya Didalam menafsirkan 
undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem 
perundang-undangan. 
4) Interpretasi historis 
Interpretasi historis adalah menafsirkan undang-undang dengan cara 
melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang itu dibuat. Setiap 
ketentuan undang-undang mempunyai sejarah sendiri dan dengan sejarah 
itu hakim dapat meneliti dan mempelajari maksud pembuat undang-
undang. Interpretasi secara historis ada dua macam, yaitu : 
(1) Interpretasi menurut sejarah hukum (rechtshistorische interpretatie) 
yang mana merupakan suatu penafsiran hukum dengan jalan 
menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesutau 
yang berhubungan dengan hukum seluruhnya. Penafsiran tersebut 
adalah penafsiran yang luas meliputi penafsiran menurut sejarah 
penetapan perundang-undangan. Penafsiran undang-undang menurut 
sejarah hukum dapat dilakukan oleh hakim dengan jalan menyelidiki 
asal-usul peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan 
melihat dari suatu sistem hukum yang dahulu pernah berlaku dan 
sekarang tidak berlaku lagi. 
(2) Interpretasi menurut sejarah penetapan ketentuan perundang-
undangan (wetshistorische interpretatie) merupakan penafsiran 
sejarah penetapan ketentuan perundang-undangan merupakan 
penafsiran yang sempit, yaitu dengan cara melakukan penafsiran 
undnag-undang dengan meyelidiki perkembangannya sejak dibuat dan 
untuk mengetahui apa maksud ditetapkannya peraturan itu. Penafsiran 
undang-undang menurut sejarah penetapan suatu ketentuan 
perundang-undangan dapat dilakukan oleh hakim dengan jalan 
menyelidiki sejarah peraturan yang bersangkutan yaitu melihat asas-
asas hukum yang terkandung dalam peraturan tersebut sebelum 
penetapannya dalam undang-undang yang berlaku sekarang. 
5) Interpretasi komparatif 
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”Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan cara perbandingan 
hukum. Dengan memperbandingkan tersebut hendak dicari kejelasan 
suatu ketentuan undang-undang” (Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 
1993:19). 
6) Interpretasi futuristis 
”Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat 
antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan 
berpedoman pada undag-undang yang belum mempunyai kekuatan 
hukum” (Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993:19). 
 
 
7) Intrepretasi restriktif dan ekstensif 
Interpretasi restriktif adalah suatu penafsiran undang-undang yang 
dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata yang 
terdapat dalam undang-undang. Misalnya kerugian hanya terbatas pada 
kerugian materiil saja sedangkan kerugian imateriil tidak termsuk 
didalamnya. Sedangkan interpretasi ekstensif adalah suatu penafsiran 
dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu undang-
undang sehingga suatu peristiwa dapat masuk didalamnya. Misalnya 
aliran listrik termasuk juga atau disamakan dengan benda (Chainur 
Arrasjid, 2000:93). 
8) Metode argumentasi  
Tugas seorang hakim adalah memeriksa dan mengadili suatu perkara 
yang datang padanya. Ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan 
aturan atau hukmya tidak ada atau tidak jelas. Untuk mengisi kekosongan 
hukum tersebut hakim dapat menggunakan metode berfikir analogi 
(argumentum per analogiam), metode penyempitan hukum 
(rechtsverfijning) dan metode a contrario dalam memeriksa dan 
mengadili suatu perkara. 
Penemuan hukum dengan cara analogi dengan mencari peraturan 
umumnya dari peraturan khusus dan akhirnya menggali asas yang 
terdapat di dalamnya. Peraturan perundang-undangan yang khusus 
dijadikan peraturan yang bersifat umum yang tidak tertulis dalam undang-
undang, diterapkan terhadap suatu peristiwa khusus tertentu, sedangkan 
peraturan perundang-undangan tersebut sesungguhnya tidak meliputi 
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peristiwa khusus tertentu itu, tetapi peristiwa tertentu itu hanyalah mirip 
dengan peristiwa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Analogi memberi penafsiran pada suatu hukum dengan memberi kias 
pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya, 
sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan 
kemudian dianggap sesuaia dengan bunyi peraturan tersebut (Sudikno 
Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993:22-23). 
Kadang kala peraturan perundang-undangan memiliki ruang lingkup 
yang terlalu luas atau umum. Agar aturan tersebut dapat diterapkan dalam 
suatu peristiwa maka dapat dilakukan penyempitan hukum atau 
menghaluskan hukum (rechtsverfijning). Dalam penyempitan hukum atau 
menghaluskan hukum (rechtsverfijning) dibentuk pengecualian-
pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari aturan-aturan 
yang bersifat umum untuk diterapkan dalam peristiwa atau hubungan 
hukum yang sifatnya khusus atau sesuai dengan kenyataan 
(werkelijkheid) sosial. 
Penafsiran undang-undang secara a contrario adalah suatu penafsiran 
dengan cara memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit 
yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Maka 
dengan berdasarkan perlawanan pengertian itu dapat ditarik kesimpulan 
bahwa peristiwa yang dihadapi itu tidak diliputi oleh undang-undang yang 
dimaksud atau berada diluar ketentuan undang-undang tersebut (Chainur 
Arrasjid, 2000:94). 
Penafsiran argumentum per analogiam maupun argumentum a 
contrario berakar pada postulat keadilan : peristiwa yang sama 
diperlakukan sama (analogi), peristiwa yang tidak sama diperlakukan 
sama (a contratio). Ada dua sistem yang dipakai yaitu sistem anglo-
amerika dan sistem kontinental. Sistem Anglo-Amerika mengikat hakim 
pada precedent. Hakim berfikir secara induktif, yaitu berfikir dari yang 
khusus kepada yang umum. Ia menemukan peraturan yang dijadikan 
dasar putusan dari deretan putusan-putusan sebelumnya. Sedangkan 
sistem kontinetal bertujuan merealisir postulat kesamaan dengan 
mengikat hakim pada undang-undang, yaitu peraturan yang sifatnya 
umum yang menetukan agar sekelompok peristiwa tertentu yang sama 
diputus sama. Hakim terikat pada pikiran yang deduktif yaitu  ia berfikir 
dari yang umu kepada yang khusus. Hakim harus mengkonkretisir 
peraturan dan harus mengabstrahir peristiwa. Subsumptie dan silogisme 
merupakan ciri khas dari cara berfikir ini. Silogisme hanya memberi 
bentuk untuk membenarkan putusan. Untuk menemukan putusannya 
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diperlukan analogi dan a contrario. Pada hakekatnya analogi, 
penyempitan huikum dan a contrario termasuk cara berfikir dengan 
memperbandingkan. Interpretasi dan analogi tidak dapat dipisahkan 
secara prinsipiil (Sudikno Mertokusumo, 1993:29) 
 
c. Menemukan Hukum oleh Hakim 
Ketika ada suatu perkara yang datang kepadanya, maka hakim tidak boleh 
menolak suatu perkara dengan alasan undang-undangnya tidak jelas atau 
tidak lengkap. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (ius curia novit). Hakim 
sebagai penegak hukum diharapkan memiliki sikap yang tidak memihak 
dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam suatu 
perkara dan dalam mengakhiri perkara itu. 
Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan 
adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hanyalah 
sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada 
kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan 
hukumnya justru lain penyelesaiannya. 
Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara dengan 
setepat-tepatnya maka hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara 
obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan 
bukan secara a priori menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru 
kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui oleh hakim 
dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara a priori 
dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, 
tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru 
kemudian disampaikan putusan. Penemuan hukum tidak merupakan suatu 
kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang runtut dan 
berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian. 
Menemukan atau mencari hukumnya tidak sekedar mencari undang-
undang untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yang dicarikan 
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hukumnya. Untuk mencari atau menemukan hukumnya atau undang-
undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit 
itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-
undangnya harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit. Peristiwa yang 
konkrit harus diarahkan kepada undang-undang agar undang-undangnya 
dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit, sedangkan undang-undang 
harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit. 
Sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi hakim antara lain sebagai 
berikut: 
1) Perundang-undangan 
Undang-undang merupakan sumber utama bagi hakim dalam 
menemukan hukum. Apabila di dalam undang-undang tidak diatur atau 
tidak jelas, maka hakim harus melakukan penemuan hukum. Ketentuan 
undang-undang tidak dapat diterapkan langsung pada peristiwa tertentu. 
Oleh sebab itu, dalam hal menemukan hukum hakim dapat menggunakan 
interpretasi hukum. 
2) Hukum yang tidak tertulis 
Hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat 
merupakan sumber bagi hakim untuk menemukan hukum. Hakim sebagai 
penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memahami 
kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat dan ia harus memberi 
putusan berdasar atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat itu. 
3) Putusan desa 
Putusan desa merupakan sumber untuk menemukan hukum bagi 
hakim diletakkan secara tertulis dalam Pasal 120a HIR (Pasal 143a Rbg). 
Putusan desa itu merupakan penetapan administrasi oleh hakim 
perdamaian desa yang bukan merupakan lembaga peradilan yang 
sesungguhnya, melainkan merupakan lembaga eksekutif, sehingga hakim 
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dalam lingkungan peradilan umum tidak berwenang untuk menilai 
putusan desa dengan membatalkan atau mengesahkannya.  
 
 
4) Yurisprudensi 
 Yurisprudensi merupakan sumber hukum  dimana hakim tidak terikat 
pada putusan hakim yang terdahulu mengenai perkara yang sama. 
5) Ilmu Pengetahuan 
Ilmu Pengetahuan merupakan sumber menemukan hukum bagi 
hakim. Jika perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak ada 
putusan mengenai perkara yang sejenis yang akan diputus, maka hakim 
akan mencari jawaban pada pendapat para sarjana hukum. Oleh karena 
ilmu pengetahuan bersifat obyektif, maka ilmu pengetahuan merupakan 
sumber yang dapat mendukung atau mempertanggungjawabkan putusan 
hakim (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993: 32-40). 
d. Aliran Dalam menemukan Hukum Oleh Hakim 
Beberapa aliran dalam menemukan hukum oleh hakim antara lain sebagai 
berikut: 
1) Legisme 
Sumber hukum menurut aliran ini adalah undang-undang sedangkan 
peradilan semata-mata hanya penerapan undang-undang pada peristiwa 
konkrit saja. Hakim hanyalah sebagai subsumptie sedangkan metode yang 
dipakai adalah geometri yuridis. Kebiasaaannya hanya mempunyai 
kekuatan hukum apabila ditunjuk oleh undang-undang. Menurut ajaran 
Tris Politika bahwa pembentukan hukum semata-mata adalah hak 
istimewa dari pembentuk undang-undang sedangkan kebiasaan bukanlah 
sumber hukum. 
Menurut Pandangan kedaulatan rakyat bahwa kehendak rakyat 
bersama (volente generate) adalah kekuasaan tertinggi. Undang-undang 
sebagai pernyataan kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber hukum. 
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Hukum kebiasaan tidak mempunyai kekuatan hukum. Menurut 
pandangan kedaulatan rakyat sumber hukum adalah kehendak negara, 
maka satu-satunya sumber hukum adalah kesadaran hukum. 
2) Begriffsjurisprudenz 
Menurut aliran ini hukum dipandang sebagai satu sistem tertutup yang 
menguasai semua tingkah laku sosial. Dasar dari hukum adalah suatu 
sistem asas-assa hukum serta pengertian dasar yang menyediakan kaedah 
yang sudah pasti untuk setiap peristiwa konkrit. Hakim memang bebas 
dari ikatan undang-undang tetapi ia harus bekerja dalam sistem hukum 
yang tertutup. Pengertian hukum tidaklah sebagai sarana tetapi sebagai 
tujuan sehingga ajaran hukum menjadi ajaran tentang pengertian 
(begriffsjurisprudenz). Begriffsjurisprudenz ini mengkultuskan ratio dan 
logika : pekerjaan hakim semata-mata bersifat logis ilmiah. 
Undang-undang, kebiasaan dan lain-lain hanyalah sarana bagi hakim 
dalam menemukan hukumnya. Aliran ini sangat berlebih-lebihan karena 
berpendapat bahwa hakim tidak hanya mengisi kekosongan undang-
undang saja, tetapi juga boleh menyimpang. 
3) Aliran kebebasan hakim ( Freirechtslehre)   
Menurut aliran ini sumber hukum tidak hanya undang-undang atau 
peradilan saja. Undang-undang merupakan peraturan umum yang 
diciptakan oleh pembentuk undang-undang itu tidaklah lengkap karena 
tidak mungkin mencakup segala kegiatan kehidupan menusia. Banyak 
hal-hal dalam kehidupan manusia yang tidak diatur oleh undang-undang. 
Kekosongan ini diisi oleh peradilan. Dengan jalan penafsiran hakim 
mengisi kekosongan undang-undang. Selain undang-undang dan 
peradilan hakim juga dapat menggunakan hukum kebiasaan.  
Pekerjaan hakim bersifat praktis, rutin juga ilmiah. Sifat pembawaan 
tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan 
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hukum untuk menetapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dari 
putusannya (Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993:42-46). 
3. Tinjauan Umum tentang Kekuasaan Kehakiman 
a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman 
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
kekuasaan kehakiman, yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah 
kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara 
Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan negara yang merdeka mengandung 
pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan 
pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut 
dalam Undang-Undang Dasar 1945. 
Pada hakekatnya kekuasaan kehakiman adalah bebas. Tugas pokok 
kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili dan 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pihak. Dalam hal 
mengadili dan memeriksa suatu perkara kekuasaan kehakiman harus bebas 
untuk mengadili dan bebas dari pengaruh apapun dan siapapun. Kebebasan 
itu tidaklah mutlak sifatnya sebab kebebasan kekuasaan kehakiman 
dipengaruhi oleh sistem pemerintahan,sistem politik, sistem ekonomi dan 
sebagainya. Tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum, mencari dasar-dasar 
dan asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang 
ditangani sehingga putusan yang dijatuhkan memenuhi unsur kepastian 
hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan 
(Gerechtigkeit). Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau 
bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara (Sudikno Mertokusumo, 
2003: 135-136).  
 
b. Asas-Asas Kekuasaan Kehakiman 
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Asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau 
berpendapat) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 70). Didalam kekuasaan 
kehakiman juga dikenal beberapa asas antara lain : 
1) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah 
peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang ( Pasal 3 ayat 
(1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004). Hal tersebut mengandung arti 
bahwa disamping peradilan negara yang ada di seluruh wilayah negara 
Republik Indonesia tidak diperkenankan adanya peradilan-peradilan yang 
bukan dilakukan oleh badan peradilan negara. 
2) Peradilan dilakukan ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 
No.4 Tahun 2004). Setiap putusan pengadilan berkepala DEMI 
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 
untuk dapat dilaksanakan. Kepala putusna tersebut memberikan kekuatan 
eksekutorial pada putusan, kekuatan untuk dpaat dilaksanakan. 
3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 
ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004). Yang dimaksud dengan 
”sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan 
dengan cara yang efisisen dan efektif. Pengertian dari ”biaya ringan” 
adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, tetapi dalam 
pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian 
dalam mencari kebenaran dan keadilan. 
4) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidka membeda-bedakan 
orang (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004). Dimuka 
hukum setiap orang mempunyai kedudukan yang sama (equality before 
the law). Dalam hal mengadili, pengadilan mengadili berdasarkan hukum 
bukan berdasarkan subyek yang diadili. 
5) Kekuasaan kehakiman bersifat pasif. Kekuasaan kehakiman bersifat pasif 
akan datangnya perkara yang diajukan kepadanya. 
6) Hakim tidak boleh menolak memeriksa dna mengadili suatu perkara yang 
diajukan dengan dalil bahwa hukumnya tidak ada atua dijelas., melainkan 
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wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang masuk (Pasal 16 ayat 
(1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004). Hakim dianggap tahu akan 
hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak untuk memeriksa dan 
mengadili suatu perkara (ius curia novit). Apabila didalam memeriksa 
dan mengadili suatu perkara yang hukumnya tidak ada atau tidak jelas, 
maka hakim dapat menemukan hukumnya dengan jalan menafsirkan, 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat. 
7) Pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila 
diatur lain dalam undang-undang. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk 
umum agar menjamin obyektifitas dan merupakan social control bagi 
hakim dalam mengadili suatu perkara. 
8) Semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undnag menentukan lain 
(Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004). Tujuannya ialah 
untuk menjamin obyektivitas. Asas ini tidak menutup kemungkinan untuk 
memeriksa dan memutus dengan hakim tunggal (unus judex). 
9) Para pihak atau terdakwa mempunyai hak ingkar (recusatie) terhadap 
hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar ialah hak seorang yang 
diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alas 
an-alasan terhadap seorang hakim yang akan memeriksa atau sedang 
mengadili perkaranya. 
10) Seorang hakim tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah 
samapai sederajat tingkat ketiga atau semenda dengan ketua, salah satu 
hakim anggota, jaksa, penasehat hukum panitera dalam suatu perkara 
yang sedang ditanganinya. 
11) Semua putusan hakim harus disertai dengan alasan-alasan putusan. 
Putusan harus bersifat obyektif dan berwibawa serta didukung oleh 
alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusannya 
itu. Alasan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim 
kepada masyarakat atas putusannya itu. 
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12) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara (Sudikno 
Mertokusumo, 2003: 136-138).  
c. Lingkungan Peradilan 
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung sebagai 
puncaknya dan badan-badan peradilan yang ada dibawahnya (Pasal 10 ayat 
(1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004). Badan-badan peradilan yang ada di 
bawah Mahkamah Agung antara lain (Sudikno Mertokusumo, 2003: 145-
156): 
1) Peradilan Umum 
Peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan 
kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan 
Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan 
Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding dan berpuncak pada 
Mahkamah Agung. 
Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, sedangkan 
Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara pidana dan perdata 
dalam tingkat banding. 
 
 
2) Peradilan Agama 
Peradilan Agama adalah peradilan agama islam. Kekuasaan 
kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan 
berpuncak pada Mahkamah Agung. Hukum acara yang berlaku adalah 
hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan 
peradilan umum. 
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Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang islam di bidang 
perkawinan, wasit, hibah, wakaf dan shadaqah. 
3) Peradilan Militer  
Pengadilan dalam lingkungan militer berwenang mengadili perkara 
tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau yang disamakan dnegan 
prajurit. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer meliputi 
Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama 
dan Pengadilan Militer Pertempuran. 
4) Peradilan Tata Usaha Negara 
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha 
Negara (Pasal 4 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara).  
d. Kompetensi Peradilan 
Kompetensi berkaitan dengan kewenangan untuk mengadili suatu 
perkara. Dalam hukum acara perdata mengenal dua macam kompetensi 
antara lain: 
1) Kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut 
kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya 
pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam 
bahasa Belanda disebut attributie van rechtsmachts. Kompetensi absolut 
atau wewenang mutlak, menjawab pertanyaan: badan peradilan macam 
apa yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perkara. 
2) Kompetensi relatif atau wewenang relatif, mengatur pembagian 
kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari 
tempat tinggal tergugat. Dalam hal ini diterapkan asas Actor Sequitur 
Forum Rei  artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat 
tinggal tergugat. Kompetensi relatif atau wewenang relatif, menjawab 
pertanyaan: Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili 
 xliii 
suatu  perkara (http://gagasan hukum.wordpres.com, 3 Januari 2009, 
20.00 WIB). 
4. Tinjauan Umum tentang Upah 
a. Pengertian Upah Minimum 
Upah Minimum diartikan sebagai ketetapan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-
kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pekerja atau 
buruh yang paling rendah tingkatannya, yang merupakan perlindungan bagi 
kelompok pekerja lapisan bawah atau pekerja atau buruh yang mempunyai 
masa kerja maksimal 1 (satu) tahun, agar memperoleh upah serendah-
rendahnya sesuai dengan nilai kebutuhan hidup minimum (Soedarjadi, 
2008:75-76). 
Penetapan upah minimum adalah salah satu bentuk perlindungan yang 
diberikan pemerintah kepada buruh atau pekerja. Penetapan upah minimum 
merupakan jaringan pengaman (safety net) agar upah pekerja tidak jatuh pada 
level rendah. Pada dasarnya upah minimum untuk melindungi upah yang 
diterima oleh : 
1) Pekerja yang berpendidikan rendah 
2) Pekerja yang tidak mempunyai keterampilan/skill 
3) Pekerja lajang  
4) Pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun 
Tujuan ditetapkannya upah minimum adalah untuk menghindari 
kesewenangan pangusaha memberi upah tidak layak. Tujuannya tidak lain 
untuk memenuhi kebutuhan hidup yang didasarkan pada kebutuhan hidup 
minimum dan kebutuhan hidup layak. Upah minimum berlaku di setiap 
propinsi (UMP) dan kabupaten/kota (UMK). Dalam rangka upaya pemerintah 
memberikan perlindungan upah ditetapkan upah minimum yang berubah 
satiap tahun yang nilainya tergantung pada situasi dan kondisi perekonomian 
nasional. Prosentasi kenaikan upah minimum di setiap daerah/wilayah 
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propinsi atau kabupaten/kota nilainya berbeda-beda dan didasarkan pada 
beberapa aspek, yaitu : 
1) Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) 
2) Indek Harga Konsumen (IHK) 
3) Kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan  
4) Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah 
5) Kondisi pasar kerja dan tingkat perkembangan perekonomian dan 
pendapatan perkapita. 
Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah 
minimum yang berlaku, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan 
upah mereka. Upah minimum terdiri dari : 
1) Upah minimum propinsi (UMP) 
2) Upah minimum sektoral propinsi (UMS) 
3) Upah minimum kabupaten/kota 
4) Upah minimum sektoral kabupaten /kota (UMSK) yang terdiri dari : 
a) UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh 
kabupaten/kota di satu propisnsi. 
b) UMK adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota 
c) UMSP adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh 
kabupaten/kota di propinsi. 
UMSK adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah 
kabupaten/kota. Penetapan UMSP dan UMSK mengikuti ketentuan Permen 
Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999. Dalam Pasal 5 Permen 
menetapkan : 
1) UMSP harus lebih besar sekurang-kurangnya 5% dari UMP 
2) UMSK harus lebih besar sekurang-kurangnya 5% dari UMK (Edytus 
Adisu, 2008:57-59). 
b. Pedoman Penetapan Upah Minimum 
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Penetapan upah minimum di dasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja Nomor.PER-01/MEN/1999 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor.KEP-226/MEN/2000. Penetapan upah tersebut diatur 
sebagai berikut : 
1) Gubernur menetapkan besarnya UMP atau UMK 
2) UMK harus lebih besar nilainya dari UMP 
3) Gubernur juga dapat menetapkan UMSP atau UMSK atas dasar 
kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja atau buruh. 
Ketetapan UMP selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya 
upah minimum sedangkan untuk UMK selambat-lambatnya 40 hari sebelum 
tanggal berlakunya upah minimum  
1) UMP dan UMK ditetapkan berlaku 1 Januari setiap tahunnya 
2) Peninjauan terhadap UMP dan UMK diadakan 1 tahun sekali 
Dalam menetapkan UMP dan UMK berdasarkan usulan dari komisi peneliti 
pengupahan dan jaminan sosial dewan ketenagakerjaan daerah dan komisi 
pengupahan tersebut dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang dipandang 
perlu. Hasil kesepakatan disampaikan kepada gubernur melalui kepala kantor 
wilyah departemen tenaga kerja/instasni pemeerintah yang bertanggungjawab 
dibidang ketenagakerjaan di propinsi (Edytus Adisu, 2008:60). 
c. Pelaksanaan Upah Minimum 
Dengan adanya peraturan mengenai penetapan upah minimum, maka apa 
yang menjadi hak pekerja telah dilindungi oleh pemerintah. Apabila suatu 
perusahaan tidak mampu melaksanakan ketentuan upah minimum tersebut, 
maka dapat mengajukan penangguhan pembayaran dengan ketentuan yang 
telah ditentukan. 
Dalam melaksanakan ketentuan upah minimum berlaku ketentuan sebagai 
berikut : 
1) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 
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Bagi pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap, dan dalam masa percobaan, 
upah diberikan serendah-rendahnya sebesar upah minimum. 
2) Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 
kurang dari 1 tahun. 
3) Peninjauan besarnya upah pekerja yang mempunyi masa kerja lebih dari 1 
(satu) tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja atau serikat 
pekerja dengan pengusaha. 
4) Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah 
minimum yang berlaku, pengusaha dilarang mengurangi atau 
menurunkan upah . 
5) Peninjauan besarnya upah bagi pekerja yang telah menerima upah lebih 
tinggi dari upah minimum yang berlaku dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 
6) Bagi pekerja dengan sistem borongan atau berdasarkan satuan hasil yang 
dilaksanakan 1 bulan atau lebih upah rata-rata sebulan serendah-
rendahnya sebesar upah minimum di perusahaan yang bersangkutan. 
7) Upah bagi pekerja harian lepas ditetapkan secara bulanan yang 
dibayarkan berdasarkan jumlah kehadiran dengan perhitungan upah 
sebagai berikut : 
a) Bagi perusahaan dengan sistem 6 hari kerja dalam seminggu, maka 1 
bulan dibagi 25 hari. 
b) Bagi perusahaan dengan sistem 5 hari kerja dalam seminggu, maka 1 
bulan dibagi 21 hari (Soedarjadi, 2008:78-79). 
d. Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum 
Penagguhan adalah suatu keadaan dimana suatu perusahaan tidak mampu 
membayar upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah di suatu 
daerah. Untuk mengatasi kesulitan yang dialami, maka pengusaha dapat 
mengajukan penangguhan pembayaran upah sebesar kurang dari nominal 
yang telah ditentukan, agar dapat membayar sesuai sengan yang diinginkan. 
Bebarapa faktor yang melandasi kondisi penagguhan pembayaran upah antara 
lain sebagai berikut : 
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1) Perkembangan usaha perusahaan yang kurang baik. 
2) Keuntungan yang diperoleh perusahaan belum cukup untuk menutup 
kebutuhan ongkos produksi. 
3) Manajeman perusahaan kurang profesional. 
4) Ada kesengajaan untuk membayar kurang dari upah minimum yang 
berlaku. 
Penangguhan pembayaran upah dilakukan 10 hari sebelum berlakunya 
upah minimum. Pengusaha mengajukan permohonan penangguhan ke 
gubernur selaku kepala daerah yang ditunjuk melalui instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan melampirkan hasil 
kesepakatan antara pengusah dengan oraganisasi pekerja secara tertulis yang 
telah terbentu di tingkat perusahaan (Soedarjadi, 2008:79-80). 
Apabila permohonan penangguhan pembayaran upah tersebut disetujui, 
maka pengusaha wajib membayar sebagai berikut : 
1) Membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama 
2) Membayar upah minimum sesuai upah minimum lama tetapi lebih rendah 
dari upah minimum baru 
3) Menaikkan upah minimum secara bertahap 
Setelah berakhirnya ijin penangguhan, maka pengusaha wajib 
melaksanakan ketentuan upah minimum yang baru. Apabila permohonan 
penangguhan di tolak oleh gubernur, maka upah yang diberikan oleh 
pengusaha kepada pekerja sekurang-kurangnya sama dengan upah minimum 
yang berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya upah minimum (Edytus 
Adisu, 2008:59-60). 
 
5. Tinjauan Umum tentang Hubungan Indutrial 
a. Pengertian Hubungan Industri 
Hubungan Industri adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara 
para pelaku proses produksi barang dan jasa yang terdiri atas unsur-unsur 
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pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” (Soedarjadi, 2008:22). 
Hubungan antara pengusaha dengan pekerja terjadi apabila antara pekerja 
dengan pengusaha mengadakan suatu perjanjian kerja untuk melakukan suatu 
pekerjaan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dibuat atas dasar : 
1) Kesepakatan kedua belah pihak 
2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 
3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan 
4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Perjanjian kerja yang dibuat bertujuan untuk melindungi hak dan 
kewajiban baik bagi pengusaha maupun pekerja/buruh. Kewajiban pekerja 
antara lain sebagai berikut: 
1) kewajiban melakukan pekerjaan 
2) kewajiban mentaati aturan dan petunjuk 
3) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda jika pekerja melakukan 
perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena sengaja atau 
kelalaiannya. 
Hak pekerja antara lain sebagai berikut : 
1) memperoleh upah 
2) memperoleh jaminan keselamtan kerja 
3) mengajukan tuntutan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan atau ke Pengadilan Hubungan Industrial apabila terjadi 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan aturan yang 
telah diatur dalm peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang 
berlaku. 
Kewajiban pengusaha antara lain : 
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1) membayar upah. Dalam hubungan kerja hal yang paling utama bagi 
pengusaha adalah membayar upah kepada pekerja tepat waktu. Dalam 
menetapkan upah, pemerintah turut campur tanga hal ini dilakukan guna 
menjaga agar upah yang diterima oleh pekerja berdasarkan upah 
minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2) Kewajiban memberikan istirahat atau cuti kepada pekerja secara teratur. 
3) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan bagi pekerja yang 
bertempat tinggal di rumah majikan. 
4) Kewajiban memberikan surat keterangan (Lalu Husni, 2005: 61-64). 
Hak Pengusaha antara lain : 
1) memberikan perintah kepada pekerja untuk melaksanakan pekerjaan 
sesuai dnegan perjanjian 
2) mendapat hasil pekerjaan yang baik sesuai dengan yang telah 
diprogramkan. 
Hubungan industrial merupakan sistem hubungan dimana pemerintah ikut 
campur tangan di dalamnya baik dalam proses produksi maupun kebijakan-
kebijakan yang diberikan dalam rangka untuk menciptakan ketenangan kerja 
di linkungan perusahaan. Di setiap negara hubungan industrial selalu 
berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan, budaya dan pandangan 
hidup mereka masing-masing. Berdasarkan Keputusan menteri Tenaga Kerja 
No.645/Men/1985, di Indonesia hubungan kerja antara pekerja dengan 
pengusaha dinamakan Hubungan Kerja Industrial Pancasila. Tujuan 
hubungan industrial jangka panjang adalah sesuai dnegan cita-cita proklamasi 
yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan jangka pendek adalah terciptanya 
ketenangan kerja di perusahaaan (industrial peaces) (Soedarjadi, 2008:22-
26). 
b. Tinjauan tentang Perselisihan Hubungan Industrial 
Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pengusaha dan 
pekerja tidaklah mudah sebab semakin banyaknya pekerja semakin banyak 
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pula permasalahan yang muncul. Pada akhirnya segala permasalahan tersebut 
menimbulkan perselisihan secara perseorangan maupun terorganisir karena 
melibatkan pihak ketiga. 
Perselisihan Hubungan Perindustrial adalah perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha 
dengan pekerja atau serikat pekerja, karena adanya perselisihan mengenai hak 
dan kepentingan. Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antara serikat 
pekerja dengan pekerja dalam satu perusahaan.Lembaga yang menangani 
perselisihan kepentingan atau PHK yaitu Lembaga Perantaraan, Panitia 
Penyelesaian Perselisihan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian 
Perselisihan Pusat (P4P) disamping masih ada keterlibatan Pengadilan Negeri 
untuk pelaksanaan eksekusi. 
Lembaga Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus 
yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan 
memeriksa, mengadili dan memberi putusan pada perselisihan hubungan 
industrial, yaitu : 
1) Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak 
2) Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan 
3) Di tingkat pertama mengenai Pemutusan Hubungan Kerja 
4) Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan Pemutusan 
Hubungan Kerja. 
Di tingkat pertama artinya di dalam penyelesaian perselisihan hak 
maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) apabila para pihak atau salah 
satu pihak belum menerima keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial, 
maka masih ada kesempatan mengajukan kasasi paling lambat 14 hari sejak 
putusan dibacakan bagi yang hadir dalam persidangan. Bagi yang tidak hadir, 
terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. Sedang untuk 
tingkat pertama dan terakhir merupakan keputusan terakhir artinya tidak ada 
kasasi ke Mahkamah Agung (MA). 
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Ada 2 cara penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu : 
1) Penyelesaian di luar pengadilan 
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan 
wajib dilakukan secara bipartite oleh para pihak. Dalam penyelesaian 
melalui mekanisme bipartet dilakukan paling lama 30 hari. Hal ini wajib 
dilakukan oleh pengusaha maupun pekerja dalam menyelesaiakn 
perselisihan. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dan tidak 
tercapai kesepakatan maka dapat dibuat Persetujuan Bersama (PB) yang 
kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat guna apabila salah 
satu pihak tidak mau melaksanakan, maka dapat sebagai dasar untuk 
dimintakan Fiat Exsecutie. Dan apabila dalam penyelesaian secara 
bipartet tidak dapat terselesaikan maka permasalahan dapat diteruskan 
oleh salah stau pihak ke instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan dengan membuat risalah. Apabila tidak tercapai 
kesepakatan, maka salah satu pihak yang disetujui bersama dapat memilih 
lembaga yang ada yaitu:  
a) Lembaga mediasi 
Apabila penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, pemutusan 
hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dengan pekerja 
dalam satu perusahaan, yang dilakukan karena perundingan bipartet 
tidak terselesaikan, kemudian salah satu pihak meneruskan ke instansi 
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk 
penyelesaian perselisihan dan setelah mereka tidak memilih apa yang 
ditawarkan untuk diselesaikan oleh mediator dalam jangka waktu 30 
hari. Dalam perselisihan ini apabila dapat tercapai kesepakatan maka 
dibuat Persetujuan Bersama (PB) yang selanjutnya di daftarkan ke 
Pengadilan Hubungan Industrial dan apabila tidak dapat terselesaikan, 
termasuk hal ini mediator sudah memberikan anjuran ditolak oleh 
salah satu pihak atau para pihak maka perundingan tingkat mediasi 
dianggap gagal. 
b) Lembaga konsiliasi 
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Dalam penyelesaian melalui mekanisme konsiliasi para pihak 
untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, PHK dan antar serikat 
pekerja dalam satu perusahaan melelui musyawarah mufakat dalam 
jangka waktu paling lama 30 hari. Perundingan dipimpin oleh seorang 
atau lebih konsiliator netral, bukan pejabat pemerintah tetapi dari 
swasta yang diangkat oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
Kemudian apabila perundingan tersebut dapat tercapai kesepakatan 
maka oleh konsoliator dibantu untuk pembuatan Perjanjian Bersama 
(PB), setelah dibuat PB maka didaftarkan ke Pengadilan Negeri 
setempat untuk mendapatkan Akte Bukti Perjanjian Bersama. Apabila 
dalam perundingan tidak tercapai kesepakatan, setelah para pihak 
menerima anjuran dari konsiliator maka para pihak atau salah satu 
pihak dapat meneruskan perselisihannya Ke Pengadilan Hubungan 
Industrial. 
c) Lembaga arbitrase 
Penyelesaian lewat arbitrase adalah suatu penyelesaian dalam 
perselisihan mengenai kepentingan dan perselisihan antara serikat 
pekerja/buruh dalam satu perusahaan, dimana kedua belah pihak 
menyerahkan persoalannya untuk diselesaikan oleh seorang arbitrase 
yang keputusannya bersifat mengikat dan final.Putusan arbitrase 
mempunyai kekuatan hukum mengikat pada para pihak dan bersifat 
tetap yang selanjutnya didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial 
pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter menetapkan keputusan, 
dikandung maksud apabila putusan tidak dilaksanakan oleh salah satu 
pihak, maka dapat diajukan Exsecutie. 
Putusan arbiter tidak dapat dimintakan Banding ke Pengadilan 
Hubungan Industrial, tetapi salah satu pihak dapat mengajukan 
permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam jangka 
waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak ditetapkan putusan arbiter, 
karena didalamnya mengandung unsur: 
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(1) surat atau dokumen yang diajukan diakui dinyatakan palsu 
(2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat 
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan. 
(3) Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah stau 
pihak dalam pemeriksaan perselisihan 
(4) Putusan melampaui kekuasaan arbiter 
(5) Putusan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. 
Dalam hal permohonan dikabulkan maka Mahkamah Agung 
menetapkan akibat dari pembatalan untuk seluruhnya atau sebagian 
putusan arbiter dan Mahkamah Agung memutuskan pembatalan 
dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak menerima pembatalan 
(Soedarjadi, 2008: 53-57). 
2) Penyelesaian di pengadilan 
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) merupakan 
langkah maju bagi dunia ketenagakerjaan. Cepatnya mekanisme cara 
penyelesaian perselisihan yang adil dan murah untuk penyelesaian 
Pengadilan Hubungan Industrial dan Kasasi ke Mahkamah Agung 
membuat harapan bagi pencari keadilan untuk segera dinikmati. Hal ini 
tidak lepas dari kondisi pekerja/buruh di Indonesia pada saat ini yang 
sebagian besar ekonomi lemah dengan kemampuan terbatas (Soedarjadi, 
2008:57). Oleh karena itu apabila terjadi perselisihan hubungan industrial 
yang tidak dapat diselesaikan baik melalui mediasi, konsolisasi dan 
arbitrase maka salah satu pihak dapat membawa masalah tersebut ke 
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah 
hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. 
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B. Kerangka Pemikiran 
        
 
 
Interpretasi
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Undang-Undang No.13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan 
§ Undang-Undang No.2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial 
§ Undang-Undang No.4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman 
§ Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Nomor : PER-01/MEN/1999 
tentang Upah Minimum 
§ KEPMEN NAKERTRANS RI 
NOMOR : KEP.231/MEN/2003 
tentang Tata cara Penangguhan 
Pelaksanaan Upah Minimum 
§ Surat Keputusan Gubernur Jawa 
Tengah No.561/64/2005 tentang 
Upah Minimum pada 5 kabupaten 
/kota propinsi Jawa Tengah 
§ Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 1981 
§ Putusan Pengadilan Negeri 
Surakarta 
No.361/Pid.B/2007/PN.SKA 
Putusan Pengadilan Negeri 
Surakarta 
No.361/Pid.B/2007/PN.SKA 
1. Kompetensi Absolut 
Pengadilan Negeri 
Surakarta 
2. Pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara 
pelanggaran ketentuan 
upah minimum kota 
 
Konklusi atau simpulan 
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Penjelasan : 
Penjelasan dari kerangka pemikiran diatas adalah bahwa terjadinya suatu 
undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-
undangan yang lain dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama 
sekali dari keseluruhan perundang-undangan. Putusan pidana dalam perkara 
perselisihan hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dalam hal 
pembayaran upah berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan 
peraturan lain yang berlaku.  
Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran ketentuan upah minimum 
kota tersebut, hakim tidak hanya mengacu pada satu undang-undang saja tetapi 
juga mengacu pada peraturan lain yang berlaku. Hakim dapat menafsirkan 
undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan 
dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain. Oleh karena itu, 
dengan terjadinya pelanggaran ketentuan pembayaran upah dibawah upah 
minimum yang dilakukan oleh pengusaha, apabila dalam undang-undang tidak 
lengkap atau tidak jelas, dalam menangani perkara tersebut hakim dapat 
melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). Undang-undang merupakan premis 
mayor, peristiwa atau perkara tersebut merupakan premis minor sedangkan 
putusan hakim merupakan konklusi atau kesimpulan yang ditarik dari kedua 
premis tersebut . 
Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis akan mencoba 
menjawab dan menjelaskan dalam rumusan masalah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 lvi 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara meneliti dan 
mempelajari bahan pustaka atau bahan data sekunder, yaitu UU No.13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial, UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 
tentang Upah Minimum, KEPMEN NAKERTRANS RI NOMOR: 
KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah 
Minimum, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/64/2005 tentang 
Upah Minimum pada 5 kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah dan Putusan 
Pengadilan Negeri Surakarta No.361/Pid.B/2007/PN.SKA dan buku-buku beserta 
literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, maka penulis akan 
kemukakan hal-hal tentang: 
1. Kompetensi Pengadilan Negeri Surakarta dalam memeriksa dan memutus 
pelanggaran ketentuan upah minimum kota. 
2. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
Sebelum penulis melakukan pembahasan lebih jauh mengenai kompetensi 
pengadilan negeri surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran 
ketentuan upah minimum kota dan apakah putusan pengadilan negeri surakarta 
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka perlu 
dikemukakan terlebih dahulu data  yang didapat dari putusan tentang perkara 
pelanggaran ketentuan upah minimum sebagai hasil penelitian. Data-data 
tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Nomor Perkara Pidana 
b. Identitas Terdakwa 
c. Dakwaan 
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d. Pembuktian 
e. Tuntutan 
f. Pertimbangan hukum 
g. Amar Putusan 
Penulis menyajikan   data  perkara pidana dalam Bab III sebagai berikut :  
a. Perkara Pidana Nomor : 
361/Pid.B/2007/PN.SKA 
b. Identitas Terdakwa : 
Nama  : FAHMI SALIM 
Tempat Lahir : Jakarta 
Umur   : 40 Tahun 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Indonesia 
Tempat Tinggal : Jl. Mertodranan No.268 Rt.01/04 Kel/Kec. 
Ps.Kliwon, Surakarta 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Wiraswasta 
Pendidikan : SLTA 
c. Dakwaan : 
1) Bahwa terdakwa FAHMI SALIM pada hari senin tanggal 27 februari 
2006 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 
lain dalam februari 2006 bertempat di toko Textile Beteng Trade Centre 
(BTC) Blok AH(8-11) dan A1 (22) Surakarta atau setidak-tidaknya di 
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Surakarta, membayar upah lebih rendah dari upah minimum.  
2) Bahwa terdakwa selaku pengusaha atau pemilik toko textile seharusnya 
membayar upah karyawannya atau pegawainya sesuai dengan ketentuan 
yaitu wilayah atau daerah Surakarta adalah sebesar Rp 510.000,- (Lima 
ratus sepuluh ribu rupiah) namun kenyataannnya setelah dilakukan 
pemeriksaan oleh pegawai pengawas disnaker Kota Surakarta, terdakwa 
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sebagai pemilik Textile Asli dan Textile Murni pada bulan februari 2006 
telah membayar karyawan/pegawainya dibawah UMK yaitu : 
a) Sdri. Margiyatmi sebesar Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
b) Sdr. Beni upahnya sebesar Rp 308.000,- (Tiga ratus delapan ribu 
rupiah). 
c) Sdri. Waljini upahnya sebesar Rp 323.000,- ( Tiga ratus dua puluh 
tiga ribu rupiah). 
d) Sdri. Supriyati upahnya sebesar Rp 406.000,- (Empat ratus enam ribu 
rupiah). 
e) Sdr. Ipuk upahnya sebesar Rp 323.000,- (Tiga ratus dua puluh tiga 
ribu rupiah). 
Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 90 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan jo SK Gubernur Jawa Tengah No.561/64/2005 
tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah 
Tahun 2006. 
d. Pembuktian 
1) Saksi Darsi 
a) Bahwa benar saksi sebagai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Surakarta. 
b) Bahwa benar terdakwa adalah pemilik Toko Textile Asli dan Murni 
yang beralamat di Blok AH No.8-11 komplek BTC Surakarta. 
c) Bahwa benar semua perusahaan yang mempekerjakan orang lain 
sebagai karyawan wajib untuk membayar upah sesuai Upah Minimum 
Kota (UMK). 
d) Bahwa benar perusahaan terdakwa termasuk diwajibkan untuk 
membayar upah karyawan sesuai dengan UMK. 
e) Bahwa benar sejak tanggal 1 januari 2006 untuk kota Surakarta 
berlaku UMK Surakarta sebesar RP 510.000,- (Lima ratus sepuluh 
ribu rupiah). 
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f) Bahwa benar terdakwa mempunyai 7 orang karyawan, yang 4 orang 
dibayar dibawah UMK, yaitu Beni, Waljini, Supriyati dan Ipuk. 
2) Saksi Supriyati 
a) Bahwa benar saksi bekerja di Toko Textile di komplek BTC Surakarta 
milik terdakwa sejak tanggal 24 Januari 2006. 
b) Bahwa benar saksi pada tahun 2006 diberi gaji sebesar Rp 13.000,- 
(Tiga belas ribu rupiah) per hari, jadi setiap bulan Rp 360.000,- (Tiga 
ratsu enam puluh ribu rupiah). Itu gaji/upah kotor dan kadang-kadang 
diberi bonus. 
c) Bahwa benar saksi yang melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Surakarta 
karena tidak ada kenaikan gaji dan saksi digaji dibawah UMK tahun 
2006 sebesar Rp 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah). 
3) Saksi Mardiyatmi 
a) Bahwa benar saksi bekerja di Toko Textile di komplek BTC Surakarta 
milik terdakwa sampai desember 2006. 
b) Bahwa benar saksi mendapat gaji Rp 360.000,- (Tiga ratus enam 
puluh ribu rupiah) perbulan. 
c) Bahwa benar UMK Kota Surakarta tahun 2006 sebesar Rp 510.000,- 
(Lima ratus sepuluh ribu rupiah). 
4) Saksi Ipuk  
a) Bahwa benar saksi bekerja di Toko Textile di komplek BTC Surakarta 
milik terdakwa sejak tanggal 6 Januari 2006  bekerja di bagian 
penjualan sampai sekarang. 
b) Bahwa benar saksi digaji harian lepas sebesar Rp 13.000,- (Tiga belas 
ribu rupiah), jadi setiap bulan Rp 390.000,- (Tiga ratsu sembilan 
puluh ribu rupiah). 
c) Bahwa benar saksi tahu UMK Surakarta tahun 2006 sebesar Rp 
510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan. 
Atas keterangan yang diberikan oleh semua saksi tersebut diatas, 
terdakwa tidak keberatan dan membenarkan. 
e. Tuntutan 
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1) Menyatakan terdakwa FAHMI SALIM terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana “ membayar upah lebih rendah dari upah minimum” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (1) UU 
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo SK Gubernur Jawa 
Tengah No.561/64/2005 tentang Upah Minimum pada 35 kabupaten/Kota 
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2006. 
2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAHMI SALIM dengan 
pidana penjara 6 bulan masa percobaan 1 (satu) tahun dengan denda 
sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidier 1 (satu) bulan 
kurungan. 
3) Menetapkan supaya terdakwa FAHMI SALIM dibebani biaya perkara 
sebesar Rp 2.000,-(Dua ribu rupiah). 
f. Pertimbangan hukum 
1) Bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan kejahatan dalam ketentuan 
Pasal 90 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan jo SK gubernur Jawa Tengah No.561/64/2005 tentang 
Upah Minimum pada 35 Kota/Kabupaten Propinsi Jawa Tengah 2006 
harus memenuhi unsur-unsur : 
a) Unsur barang siapa 
Bahwa barang siapa dalam hukum pidana adalah merupakan subyek 
hukum yaitu seseorang atau badan hukum yang emlakukan tindak 
pidana dan dalam hal perkara ini barang siapa menunjuk pada 
terdakwa FAHMI SALIM  pada saat melakukan perbuatan, terdakawa 
dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta selama 
berlangsungnya persidangan, pada diri terdakwa tidak ditemukan 
alasan-alasan yang menghapuskan penuntutan (alasan pembenar) atau 
tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan 
(alasan pemaaf). 
b) Unsur membayar upah lebih rendah dari upah minimum 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa 
keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa 
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FAHMI SALIM pada hari Senin tanggal 27 februari 2006 sekitar 
pukul 09.00 WIB bertempat di Toko Textile Beteng Trade Center 
(BTC) Blok AH (8-11) A1 (22) Surakarta, membayar upah lebih 
rendah dari upah minimum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan 
cara sebagai berikut : 
(1) Terdakwa selaku pengusaha atau pemilik toko textile seharusnya 
membayar upah karyawannya atau pegawainya sesuai dnegan 
ketentuan yaitu untuk wilayah/daerah Surakarta adalah sebesar 
Rp 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) namun 
kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai 
Pengawas Disnaker Kota Surakarta terdakwa sebagi pemilik 
toko textile Asli dan Murni pada bulan februari 2006 telah 
membayar karyawan atau pegawainya dibawah UMK yaitu 
untuk : 
(a) Sdri. Margiyatmi sebesar Rp 450.000,- (Empat ratus lima 
puluh ribu rupiah). 
(b) Sdri. Waljini upahnya sebesar Rp 323.000,- ( Tiga ratus dua 
puluh tiga ribu rupiah). 
(c) Sdri. Supriyati upahnya sebesar Rp 406.000,- (Empat ratus 
enam ribu rupiah). 
(d) Sdr. Ipuk upahnya sebesar Rp 323.000,- (Tiga ratus dua 
puluh tiga ribu rupiah). 
2) Bahwa menurut keterangan saksi dan terdakwa bahwa upah minimum 
Kota Surakarta sebesar Rp 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah). 
3) Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/64/2005 
tanggal 21 November 2005 tentang Upah Minimum Kota Surakarta 
sebesar Rp 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah). 
4) Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilarang membayar upah 
karyawan dibawah upah minimum Kota Surakarta terbukti. 
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5) Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU No.13 tahun 2003 pengusaha dilarang 
membayar upah lebih rendah dai upah minimum sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 89 UU No.13 tahun 2003. 
6) Berdasarkan Pasal 89 ayat (3) UU No.13 tahun 2003 upah minimum 
sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) Pasal 89 tersebut ditetapkan 
oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupal 
Propinsi dan atau Bupati/walikota. 
7) Bahwa sebenarnya terdakwa tahu larangan tersebut, namun tetap 
membayar karyawan dibawah upah minimum kota Surakarta, karena ada 
kesepakatan dengan para karyawan dan terdakwa belum mampu untuk 
membayar upah karyawannya sesuai dengan upah minimum kota 
Surakarta. 
8) Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa yang didakwakan 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak 
pidana dalam dakwaan tunggal. 
9) Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak 
mendapatkan adnaya alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat 
menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa dan 
kesalahan terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukan. 
10) Bahwa karena terdakwa mampu mempertanggungjawabkan 
perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus 
dijatuhi pidana. 
11) Bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1) jo Pasal 185 
ayat (1) UU No.23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa pidana 
alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, artinya setiap 
penjatuhan pidana penjara tidak harus disertai dengan penjatuhan pidana 
denda, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum persidangan 
dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, 
Majelis Hakim menetapkan satu pidana penjara saja. 
 lxiii 
12) Bahwa karena terdakwa membuka lapangan pekerjaan bagi karyawan, 
apabila dihukum pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan akan 
mengakibatkan usahanya ditutup dan lapangan pekerjaan di kota 
surakarta berkurang, oleh karena itu cukup beralasan apabila terdakwa 
dijatuhi hukuman pidana bersyarat. 
13) Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula 
untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam 
amar putusan hakim. 
14) Bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Hal-hal yang 
memberatkan : 
a) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mengentaskan 
kemiskinan dengan cara pemberian upah sesuai dengan UMK 
Surakarta. 
Hal-hal yang meringankan terdakwa : 
a) terdakwa menyesali perbuatannya 
b) terdakwa belum pernah dihukum 
15) bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut apabila 
dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika 
perbuatan dilakukan dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, 
maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan 
kesalahan terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan. 
g. Amar Putusan 
Amar putusan hakim terhadap perkara pelanggaran ketentuan upah minimum 
kota adalah sebagai berikut : 
1) Menyatakan terdakwa FAHMI SALIM terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membayar upah 
karyawannya di bawah upah minimum kota”. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI SALIM dengan pidana 
penjara selama 1(satu) tahun. 
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3) Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila 
kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain karena 
terpidana sebelum lewat waktu percobaan selama 2 (dua) tahun, bersalah 
melakukan suatu tindak pidana. 
4) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua 
ribu rupiah). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. PEMBAHASAN 
 
1. Kompetensi Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Memutus Perkara 
Pelanggaran Ketentuan Upah Minimum Kota  
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
kekuasaan kehakiman, yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah 
kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum 
Republik Indonesia. Apabila dalam suatu perusahaan terjadi perselisihan tenaga 
kerja yang merugikan perusahaan maupun tenaga kerja dan tidak dapat 
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diselesaikan melalui jalur non litigasi, maka para pihak dalam hal ini pengusaha 
maupun pekerja/serikat pekerja dapat membawa perselisihan tersebut melalui 
jalur litigasi. 
Dalam hal pengajuan gugatan akan berkaitan dengan kompetensi. Dalam 
hukum acara perdata mengenal 2 kompetensi antara lain sebagai berikut : 
1) Kompetensi relatif atau wewenang relatif yaitu menyangkut kewenangan 
mengadili suatu perkara berdasarkan tempat tinggal tergugat dimana 
diterapkan asas Actor Sequitor Forum Rei. Dalam hal ini berkaitan dengan 
pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. 
2) Kompetensi absolut atau wewenang absolut adalah kekuasaan badan 
peradilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara (Pasal 118 
HIR). 
Berdasarkan pokok perkara, maka pembayaran upah dibawah upah minimum 
kota yang dilakukan oleh Fahmi Salim merupakan suatu pelanggaran akan 
ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang mengandung unsur melawan 
hukum. Pasal 89 memberikan penjelasan sebagai berikut: 
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a 
terdiri atas: 
a. Upah minimum kota berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 
b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 
kabupaten/kota; 
(2) Upah minimum sebagaimana dimaskud dalam ayat (1) diarahkan kepada 
pencapaian kebutuhan hidup layak. 
(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh 
Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan 
Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. 
(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 
Didalam Pasal 90 ayat (1) dijelaskan bahwa “ Pengusaha dilarang membayar 
upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”. 
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Berdasarkan ketentuan dari Pasal 89 dan Pasal 90 ayat (1) UU No.13 Tahun 
2003, pengusaha berkewajiban memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan 
ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Pemberian upah yang sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan bertujuan agar upah yang diberikan dapat 
memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja. Dalam Pasal 90 ayat (2) 
dijelaskan bahwa bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. 
Penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan oleh pengusaha kepada 
Gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 
Penangguhan pelaksanaan upah minimum dimaksudkan untuk membebaskan 
pengusaha yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam 
kurun waktu tertentu. Apabila penagguhan tersebut telah berakhir, maka 
pengusaha yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku 
pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum 
yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan. Tata cara penangguhan 
pelaksanaan upah minimum yang diatur berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja Republik Indonesia No.Kep 231/MEN/2003 adalah sebagai 
berikut: 
(1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada gubernur 
melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi 
paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. 
(2) Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan 
atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat 
pekerja/serikat buruh. 
(3) Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang 
memiliki anggota lebih 50% dari seluruh pekerja diperusahaan, maka serikat 
pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan untuk 
menyepakati penangguhan sebagaimana dimaskud dalam ayat (2). 
(4) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh, maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan 
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perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) adalah serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih 
banyak dari 50% dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut. 
(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak terpenuhi, 
maka serikat pekrja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai 
jumlah lebih dari 50% dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan 
tersebut untuk mewakili perundingan dalam menyepakati penangguhan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 
(6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau ayat (5) 
tidak terpenuhi, maka para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh 
membentuk tim perundingan yang keanggotaannya ditentukan secara 
proporsional berdasarkan jumlah pekerja/buruh dan anggota masing-masing 
serikat pekerja/serikat buruh. 
(7) Dalam hal di perusahaan tidak terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka 
perundingan untuk menyepakati penangguhan pelaksanaan upah minimum 
dibuat antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang mendapat mandat untuk 
mewakili lebih dari 50% penerima upah minimum di perusahaan. 
(8) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Dilakukan 
melalui perundingan secara mendalam, jujur dan terbuka. 
Permohonan penangguhan pelaksanaan upah harus disertai dengan naskah 
asli kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau 
pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan, laporan keuangan perusahaan yang 
terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 
tahun terakhir, salinan akte pendirian perusahaan, data upah menurut jabatan 
pekerja, jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah 
minimum, dan perkembangan produksi dan pemasaran selam 2 tahun terakhir 
serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 tahun yang akan datang. 
Pengusaha wajib melampirkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit 
oleh akuntan publik yang mana laporan keuangan perusahaan tersebut digunakan 
sebagai bukti ketidakmampuan pengusaha dalam melakukan pembayaran upah 
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sesuai dengan upah minimum kota yang telah ditetapkan. Penetapan persetujuan 
atau penolakan akan penangguhan pelaksanaan upah minimum dilakukan setelah 
gubernur menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi 
yang mana apabila permohonan penangguhan tersebut disetujui maka jangka 
waktu penangguhan pelaksanaan upah minimum paling lama adalah 12 bulan. 
Penangguhan diberikan dengan membayar upah minimum sesuai dengan upah 
minimum lama atau membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum 
lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru atau menaikkan upah minimum 
secara bertahap (Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik 
Indonesia No.Kep 231/MEN/2003). Apabila penagguhan tersebut telah berakhir, 
maka pengusaha yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang 
berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah 
minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.  
Hak atas upah merupakan hak normatif dari pekerja yang dilindungi undang-
undang, sehingga apabila pekerja tidak melakukan tugasnya maka pekerja tidak 
mendapatkan upah demikian juga sebaliknya apabila pengusaha tidak melakukan 
tugasnya dalam hal pemberian upah kepada pekerja maka pengusaha dapat 
dikenai denda dan sanksi. Perlindungan akan upah diatur dalam Pasal 185 ayat 
(1) UU No.13 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa ”barang siapa melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, 
Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143 dan Pasal 160 
ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah)”.  Dalam Pasal 3 SK Gubernur Jawa Tengah 
No.561/64/2005 tentang Upah Minimum pada 5 kabupaten/kota provinsi Jawa 
Tengah dijelaskan bahwa ” bagi pekerja dengan status tetap, tidak tetap dan 
dalam masa percobaan, upah yang diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya 
sebesar upah minimum. Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 
dan SK Gubernur Jawa Tengah No.561/64/2005 merupakan kewajiban 
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pengusaha memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan upah minimum kota. 
Apabila kewajiban membayar upah sesuai dengan upah minimum kota tersebut 
tidak dilaksanakan, maka pengusaha melakukan pelanggaran akan ketentuan 
undang-undang ketenagakerjaan. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan 
perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja sebab didalam 
perselisihan tersebut terdapat perbedaan pelaksanaan penafsiran terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Penyelesaian perselisihan hak merupakan kewenangan pengadilan hubungan 
industrial untuk menangani perselisihan tersebut. Kompetensi absolut Pengadilan 
Hubungan Industrial menurut Pasal 56 UU No.2 Tahun 2004 adalah: 
1). Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak 
2). Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan 
3). Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja 
4). Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja 
dalam satu perusahaan 
Perselisihan hak menurut UU No. 2 Tahun 2004 adalah perselisihan yang timbul 
karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau 
penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dalam kasus ini  
pembayaran upah minimum dibawah upah minimum kota dikategorikan sebagai 
tindak pidana dan bukan merupakan perselisihan hak yang mana tindak pidana 
tersebut merupakan delik yang bersifat kwalitatif. Pembayaran upah dibawah 
upah minimum disebut sebagai suatu  pelanggaran, sebab ada peraturan 
perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut dalam hal ini Pasal 185 
ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 walaupun telah ada perjanjian 
dengan pekerja. Pengusaha dengan sengaja juga telah mengabaikan nota 
peringatan pemeriksaan tentang pembayaran upah dari dinas tenaga kerja. 
Pelanggaran akan pembayaran upah minimum kota merupakan kewenangan 
Pengadilan Negeri bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan 
Industrial. Oleh sebab itu, berkaitan dengan kompetensi absolut atau kewenangan 
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mutlak, maka pelanggaran ketentuan pembayaran upah dibawah upah minimum 
kota merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, memutus, 
dan mengadili perkara tersebut. Berkaitan dengan kompetensi relatif atau 
kewenangan relatif, maka gugatan yang dibuat oleh pekerja dapat diajukan di 
Pengadilan Negeri Surakarta yang mana meliputi tempat usaha terdakwa yang 
berada di wilayah hukum surakarta. 
 
 
 
2. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Tidak bertentangan 
Dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
Pengadilan merupakan tempat untuk mencari keadilan dimana hukum 
tersebut benar-benar ditegakkan. Setiap perkara yang masuk dalam pengadilan 
wajib diperiksa oleh hakim. Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara 
diharapkan tidak memihak kepada satu pihak. Dalam memeriksa suatu perkara 
hakim tidak diperbolehkan untuk menolak pekara tersebut sebab ia dianggap 
mengetahui hukumnya (ius curia novit). Bagi hakim dalam memeriksa suatu 
perkara yang paling penting adalah fakta atau peristiwa yang terjadi dan bukan 
hukumnya. Peristiwa yang terjadi akan diketahui oleh hakim dari proses 
pembuktian dalam persidangan. 
Didalam memeriksa suatu perkara dimungkinkan hakim tidak menemukan 
hukumnya oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas sebab 
tidaklah mungkin undang-undang itu mengatur seluruh kegiatan kehidupan 
manusia secara lengkap. Dalam proses menyelesaikan perkara tersebut, maka 
hakim harus melakukan penemuan hukum (rechtvinding). Penemuan hukum ini 
dilakukan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim sehingga hakim dapat 
memutus suatu perkara yang mungkin dalam undang-undangnya tidak ada atau 
tidak jelas. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim tidak sepenuhnya 
tunduk pada undang-undang. Hakim hanya mengkonstatir agar undang-undang 
tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum yang terjadi, kemudian hakim 
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menerapkan bunyi dari undang-undang tersebut. Penemuan hukum oleh hakim 
merupakan penerapan undang-undang yang terjadi sebagai silogisme. 
Ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang juga tidak dapat 
langsung diterapkan dalam suatu peristiwa. Agar ketentuan undang-undang 
tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa yang terjadi, maka ketentuan undang-
undang tersebut harus dijelaskan atau ditafsirkan baru kemudian diterapkan pada 
peristiwa tersebut. Dalam melakukan penemuan hukum, hakim juga dapat 
menggunakan metode interpretasi yang dapat memberikan penjelasan makna dari 
undang-undang sehingga dapat diterapkan dalam suatu peristiwa. Setelah hakim 
menemukan hukumnya dan menerapkan undang-undangnya, maka ia harus 
menjatuhkan putusan. Putusan yang dijatuhkan harus mengandung nilai keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum.  
Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap pokok permasalahan, maka 
dalam memutus perkara pelanggaran ketentuan upah minimum kota tersebut, 
hakim menggunakan metode penemuan hukum untuk melaksanakan undang-
undang. Dalam hal menemukan hukumnya, hakim menganut aliran legisme 
dimana hakim bertindak sebagai pelaksana dari undang-undang dengan jalan 
pembentukan silogisme hukum atau juridischesylogisme, yaitu suatu deduksi 
logis dari suatu perumusan yang luas kepada keadaan khusus sehingga sampai 
pada suatu kesimpulan. Hakim menetukan perumusan premis mayor kepada 
keadaan premis minor, sehingga sampai pada conclusio. Premis mayor dalam 
dalam kasus ini adalah; UU No.13 Tahun 2003, Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Nomor : PER-01/MEN/1999 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 
No.561/64/2005, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum yang 
menggambarkan adanya pelanggaran ketentuan upah minimum yang dilakukan 
oleh terdakwa sehingga dari kedua premis tersebut hakim dapat menarik suatu 
kesimpulan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil suatu 
keputusan. Hukum yang berlaku untuk perkara pelanggaran ketentuan upah 
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adalah hukum acara pidana berdasarkan Pasal 90 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (1) 
Undang-Undang No.13 Tahun 2003.  
Dalam hal menjatuhkan putusan tentang pelanggaran ketentuan upah 
minimum, hakim menggunakan metode interpretasi gramatikal. Interpretasi  
gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui makna 
ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata 
atau bunyinya. Makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa 
sehari-hari yang umum. Hakim tidak terikat erat pada bunyi kata-kata dari 
undang-undang Dalam melakukan penafsiran terhadap undang-undang tersebut 
tidak boleh menyimpang dari sistem perundang-undangan yang telah ada. Hakim 
dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada satu undang-undang saja 
tetapi juga mengacu pada peraturan undang-undangan lainnya yang berkaitan 
dengan perkara tersebut. Dalam perkara pelanggaran ketentuan upah minimum, 
pengusaha tidak hanya melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 90 Jo Pasal 
185 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 saja, tetapi juga melanggar ketentuan 
peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 
Tentang Upah Minimum dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 
No.561/64/2005 Tentang Upah Minimum pada 5 kabupaten/kota provinsi Jawa 
Tengah.  
Pemberian upah minimum dibawah upah minimum kota dikategorikan 
sebagai pelanggaran dari hukum ketenagakerjaan. Pelanggaran tersebut 
merupakan suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) dijelaskan bahwa 
“ Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”. Walaupun pengusaha telah membuat 
perjanjian kerja dan telah disepekati oleh pekerja yang mana pengusaha tidak 
mampu melakukan pembayaran upah sesuai dengan upah minimum yang 
ditetapkan, maka pengusaha tetap dinyatakan bersalah telah melanggar ketentuan 
Pasal 185 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, sebab ada ketentuan yang mengatur 
bahwa apabila pengusaha tidak mampu memberikan upah sesuai dengan 
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ketentuan upah minimum kota maka pengusaha dapat meminta penangguhan 
kepada Gubernur melalui dinas ketenagakerjaan yang terkait (Pasal 10 SK 
Gubernur Jawa Tengah No.561/64/2005). Walaupun perumusan tindak pidana 
yang ada dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) antara norma dengan ancaman pidananya dipisahkan, 
pengusaha tetap dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
undang-undang. Dalam hal penjatuhan putusan hakim berlaku asas lex specialist 
derogat legi generali ( undang-undang yang khusus mengalahkan undang-
undang yang umum). Pengusaha dinilai tidak berpartisipasi dalam 
menyejahterakan pekerja. Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah 
memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 90 ayat (1) yang menjelaskan 
bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89” jo Pasal 185 ayat (1) UU No.13 Tahun 
2003 yang menjelaskan bahwa’’barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 
80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143 dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), 
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.  
Amar putusan hakim terhadap perkara pelanggaran ketentuan upah minimum 
kota adalah sebagai berikut : 
1) Menyatakan terdakwa FAHMI SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “membayar upah karyawannya di bawah 
upah minimum kota”. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI SALIM dengan pidana 
penjara selama 1(satu) tahun. 
3) Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila kemudian 
hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain karena terpidana sebelum 
lewat waktu percobaan selama 2 (dua) tahun, bersalah melakukan suatu 
tindak pidana. 
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4) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu 
rupiah). 
Dalam hal penjatuhan putusan oleh hakim harus mengandung unsur keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam mengambil putusan hakim harus 
mempertimbangkan hukum, kebiasaan, perjanjian yang ada dan keadilan. Dengan 
melihat pertimbangan hukum yang ada, maka putusan hakim Pengadilan Negeri 
Surakarta tersebut bertentangan dengan nilai keadilan walaupun dalam 
penjatuhan putusan merupakan kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanksi 
pidana dan/atau sanksi denda kepada terdakwa. Putusan hakim yang 
memerintahkan terdakwa tidak usah menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan 
tidak dijatuhkannya denda sesuai yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 185 
ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tidak memberi keadilan bagi pekerja yang telah 
dirugikan akan hak-hak dari pekerja, tetapi mengandung nilai bahwa keadilan 
tersebut berpihak kepada pengusaha. Perintah hakim supaya terdakwa tidak usah 
menjalani hukuman pidana penjara selama 1 tahun didasarkan pada pertimbangan 
bahwa apabila nanti terdakwa dihukum dalam lembaga pemasyarakatan maka 
akan mengurangi lapangan pekerjaan karena tutupnya usaha terdakwa bukan 
merupakan suatu tindakan prevensi (pencegahan) secara khusus agar terdakwa 
tidak mengulangi perbuatannya lagi. Walaupun hakim memerintahkan pidana 
penjara tidak usah dijalani, tetapi harus tetap ada pengawasan oleh dinas 
ketenagakerjaan akan pembayaran upah yang dilakukan oleh terdakwa kepada 
pekerjanya, agar apabila dalam masa percobaan tersebut terdakwa mengulangi 
kesalahannya, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat dari sanksi 
sebelumnya demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. 
Untuk menjamin rasa keadilan baik bagi pekerja ataupun terdakwa,  Hakim 
seharusnya tetap menjatuhkan denda walaupun nilainya tidak sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang ada. Penjatuhan denda tersebut berfungsi 
memberikan efek jera kepada terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi 
perbuatan tersebut dikemudian hari serta memberikan gambaran kepada 
masyarakat akan adanya keadilan dan kepastian hukum.  
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BAB IV 
SIMPULAN 
Setelah mengadakan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai Putusan 
Pengadilan Negeri No.361/Pid.B/2007/PN.Ska ( studi kasus di Pengadilan Negeri 
Surakarta), maka penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. 
A. Kesimpulan 
1. Kasus pembayaran upah minimum dibawah upah minimum kota dikategorikan 
sebagai tindak pidana dan bukan merupakan perselisihan hak yang mana tindak 
pidana tersebut merupakan delik yang bersifat kwalitatif. Disebut sebagai suatu  
pelanggaran, sebab ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan 
tersebut dalam hal ini Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003. 
Pelanggaran akan pembayaran upah minimum kota merupakan kewenangan 
Pengadilan Negeri bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan 
Industrial. Oleh sebab itu, berkaitan dengan kompetensi absolut atau kewenangan 
mutlak, maka pelanggaran ketentuan pembayaran upah dibawah upah minimum 
kota merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, memutus, 
dan mengadili perkara tersebut.  
2. Dalam perkara pelanggaran ketentuan upah minimum, pengusaha melanggar 
ketentuan yang ada dalam Pasal 90 Jo Pasal 185 Undang-Undang No.13 Tahun 
2003, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 dan Surat 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/64/2005. Pemberian upah minimum 
dibawah upah minimum kota dikategorikan sebagai pelanggaran dari hukum 
ketenagakerjaan yang mana pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana dan 
telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 90 jo Pasal 185 ayat (1) UU 
No.13 Tahun 2003. Dengan melihat pertimbangan hukum yang ada, maka 
putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta tersebut bertentangan dengan nilai 
keadilan walaupun dalam penjatuhan putusan merupakan kewenangan hakim 
untuk menjatuhkan sanksi pidana ataupun sanksi denda kepada terdakwa. 
Putusan hakim yang memerintahkan terdakwa tidak usah menjalani pidana 
penjara selama 1 tahun dan tidak dijatuhkannya denda sesuai yang telah diatur 
dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tidak memberi 
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keadilan bagi pekerja yang telah dirugikan akan hak-hak dari pekerja, tetapi 
mengandung nilai bahwa keadilan tersebut berpihak kepada pengusaha. 
Walaupun hakim memerintahkan pidana penjara tidak usah dijalani, tetapi harus 
tetap ada pengawasan oleh dinas ketenagakerjaan akan pembayaran upah yang 
dilakukan oleh terdakwa kepada pekerjanya agar apabila dalam masa percobaan 
tersebut terdakwa mengulangi kesalahannya, maka ia dapat dikenakan sanksi 
pidana yang lebih berat dari sanksi sebelumnya demi menjamin kepastian hukum 
dan keadilan bagi semua pihak. Untuk menjamin rasa keadilan baik bagi pekerja 
ataupun terdakwa,  Hakim seharusnya tetap menjatuhkan denda walaupun 
nilainya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Hakim 
dalam menjatuhkan putusan menggunakan interpretasi  sistematis atau logis  
yaitu melakukan penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan 
sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-
undang lain, yang mana Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu 
pada satu undang-undang saja tetapi juga mengacu pada peraturan undang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam hal penjatuhan  
putusan hakim berlaku asas lex specialist  derogat  legi   generali  ( undang-
undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum).  
B. Saran 
Setelah penulis melakukan penelitian mengenai perkara pelanggaran 
ketentuan upah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri 
No.361/Pid.B/2007/PN.Ska (studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), maka 
penulis mengemukakan saran bahwa dalam menjatuhkan putusan, putusan hakim 
tersebut harus mengandung nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum 
bagi para pihak. Dalam mengambil putusan hakim juga harus 
mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan. Hakim 
semata-mata bukanlah sebagai pelaksana undang-undang saja, tetapi ia juga 
dapat melakukan penemuan hukum. Dalam melakukan penemuan hukum, ia 
dapat menganut aliran hukum Freirechtslehre dimana hakim dapat mengisi 
kekosongan hukum yang ada dengan menggunakan kebiasaan dan perjanjian 
yang ada dalam masyarakat. Nilai keadilan dan kemanfaatan hendaknya 
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tercermin dari adanya sanksi pidana ataupun denda yang dijatuhkan hakim bagi 
terdakwa agar dengan adanya sanksi yang dijatuhkan memberikan efek jera 
supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut. Nilai kepastian hukum 
dapat tercermin dari tindakan hakim dalam memberikan putusan terhadap 
terdakwa yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan.  
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